GUBEENUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 687 - 2025
TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 avat (3]

dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintahan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupatt Pasaman tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20235,
perlu  dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan vang lebih tingg,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta Kebnakan Umum APBD dan Priontas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Kencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Buparn Pasaman tentang  Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;



[

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan
Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601|, sebagaimana
telah diobah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6806);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Pasaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasaman menindaklanjuti hasil evaluasi dengan
melakukan penyvempurnaan dan  penyesuaian  atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil
evaluasi paling lambat 7 (tujuh) han terhitung sejak
diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupaft
Pasaman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pasaman, dan Bupati Pasaman menetapkan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 memgadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negerni
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum
sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

RKELIMA

KEENAM

Tembusan ;

i

Bupati Pasaman menvampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 den Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 wvang telah dilakukan
penvempurnaan dan penyesuaian sesual dengan hasil
evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Pasaman menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
kabupaten Pasaman tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan menetapkan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angegaran 2025
menjadi Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tangpal
ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

1. Menteri Dalam Negeri Cqg. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;

3. Bupati Pasaman;

4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 0903 - 687 - 2025

TANGGAL 17 OKTOBER 2025

TENTANG

EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dengan ruang linghup:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;
b. kepentingan umum;

c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [PRKPD), Kebijakan Umum
Perubahan APBED (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Angparan
Sementara (PPPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM PPKF); dan

d. Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah (RPJMD),

scbagaimana maksud Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat [4] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daecrah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1] Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayatl (2] Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
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Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 scbapai satu

kesatuan vang terdinl atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat
evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Wali Kota, meliputi:

A, Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Tahun 20235.
1. Proveksi Pertumbuhan Ekonomi
Proyveksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,39%.
2, Proveksi Tingkat Pengangguran Terbuka
Proveksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 4,66%,
3. Proveksi Kemiskinan
Proveksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 70,44%
4. Provelisi Gini Rasio
Provelsi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0, 230°%,

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman berfokus
pada prioritas pembangunan vang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD
Tahun 2025 seria tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar
perangkat daersh atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaren
sehelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan
menganggarkan program, kegiatan dan sub kKegiatan yvang menjadi kewenangan
daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas
dan kebutuhan daecrah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target
Standar Pelayanan Minimal [SPM], tanpa harus menganggarkan seluruh
program, kegiatan dan sub kegiatan vang menjadi kewenangan daerah serta
menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan dan pencapaian 8
(delapan) misi atau Asta Cita sesual dengan kewenangan dan peraturan
perundang-undangan.

B. Pendapatan Dacrah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang vang masuk
ke dalam rekening kas umum daerah dan menambah ckuitas dana lancar serta
merupakan hak pemerintah daerah dalam | (satu) tahun anggaran vang tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Schingga pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan vang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah
Kabupaten Pasaman, di bawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi
pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman selama 3 [tiga) tahun dari
Tahun Anggaran 2023 sampal dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel,
1 sebagai berikut:



L]

155 nr

WK

LUIRY

L]

HHFEGL TRE#

G EFSTLE

L

THY THF D =g

O TR N O

v,
sy g

L R L |
iy i) T TH FUE EUFL | M0 TED O OHE TR WL B T NSER | KPS i WU R FHE Tl B BOUHAE | DM SR TSE W R A HAE B g B Ry
FuEr Frotl Pt R Y~ IR Sr e T TR L AR COCe | FreEErremEn GF LIV TS ITR e icbe | P e e g T e B O T | o _______h_:_EE_
S BOL REIOT oSTROE EC0L | LUARTILEIEPAGEL | OOCPRSTLSPEF O] | BUES | CELITWSUSRSDRI'T | OUSEEWIS SIFERT] | TFSS | svrledissrmnse’'l | OO DSE E9e BIC 96071 :...._...___ﬁ"_q___.“_._ﬂ
el 1/4=1 ey = iy ajj= i = ¥ N u

o i Il i ] 1y L] piEm g

i Bl wlhigd [ “pre mmEmy !
sy LEOF

TR fin sy,

o THLIY UL LAY
_..._.__.u_m (5]
W vl e e - » e

BUEE R iy Tilail (] i

gk | e (Y GEDE TR ST ey FEOE ey STy Oy BT @iy wep ), gEny

CHAR Jeillrid g i
bt am s g

R

elae ueyedepua [SESEIY UBED ISEXO[Y U]
L'qeL

I.m._.l




-B-

Berdasarkan tabel di atas, Pemenntah Kabupaten Pasaman harus
memperhatikan antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat melakukan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem
pemungutan  pajak untuk meminimalkan kebocoran dan  peningkatan
kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optmalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti
pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan lavanan puhblik yvang
sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam penimgkatan penerimaan
bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman vang bersumber dari retribusi,

3. Pengembangan Infrastrukiur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta
meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menank investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-
proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya
dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potens: Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi,
termasuk perpdjakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan
platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi
daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk
menarik investor,

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan
tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM].

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkdn transparansi dalam pengelolaasn keuangan daerah untuk
membangun kepercayvaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang
efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efekiif, efisien, transparan
dan akuntabel.

. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wuajud
urusan publik bailk urusan wajb dan urusan pilihan yang dikelola oleh
pemerintah dacrah  vang  lelah  ditetapkan berdasarkan undang-undang,
Selanjutnya, pengeluaran daerah vang dialokasikan secara tepat yang diperlukan
oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya
peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman
dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi belanja dacrah Pemerintah
Kabupaten Pasaman selama 3 (tiga)} tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai
dengan Taehun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel, 2 sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus
memperhatikan antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan
seperti infrastruktur, keschatan, pendidikan, dan program pemberdayaan
masyarakat melalul analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat
memastikan kebutuhan anggarannva schingga tepat sasaran,

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah
untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program
vang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian [nternal

Pemerintah Kabupaten Pasaman perlu memperkuat pengawasan untuk
mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalud
pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara
real-iime serta mengoptimalkan peran Inspektorat Dacrah dengan melibatkan
lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk
melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah
dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. E-Governmerni dan E-Procurement

Penguatan implementasi platform e-government dan e-procurement untuk
pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan
transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform e-
government dan e-procurement lebih efektifl dan efisien.

5. Momitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahul apakah program,
kegiatan dan sub kecgatan yang dianggarkan dalam APBD sesual dengan
output yvang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang
selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program,
kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suaru langkah penting untuk
menilal seberapa efektl! jumlah dan penggunaan alokas: anggaran yang tersedia
untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pembiayaan daerah vang efektif juga dapat dilihat dan berbagsi dimensi, antara
lain efisiensi, pemerataan, ransparans:, dan akuntabilitas penggunaan
anggaran,

Selanjutnya, untuk mengukur pembiavaan daerah Pemerintah Kabupaten
Pasaman dibawah ini terlampir tren alokasi dan realisasi pembiayaan dacrah
Pemerintah Kabupaten Pasaman sclama 3 (tiga) tehun dari Tahun Anggaran
2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 3 sebagai
berikut:
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tab¥l diatas, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus

memperhatikan antara lain:

1.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antars belanja daerah dengan hasil yvang
dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas
pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan,

Biava per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya vang dikeluarkan untuk menvediakan layanan
publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semalkin
rendah hiava per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien
pembiayaan tersebut,

Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah,
Setiap program harus dievaluasi dari sisi oufput dan outcome untuk
memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat

yvang scbhanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tashun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana
Tabel. 4, sebagan berikut:

Tabel. 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan AFBD

Penetapan )/ Persetujuan fBurat

Perubahon Perntursn Daernb
tentang APBD cleh Kepala
Paerah kepeda DEFRD
Kabupaten Pasaman

900/ 1356, Agr/ Bakouda /2025

Perselujusn berasma DERD
Kabupaien Preaman dan Kepala
Daerah tentang Bancangan
FPeraturan Dacrah tentang

Perubahan APBL TA 2025

16 September
2025

M, Uralan T ol Keterangem
I | Penyampaisn Rancangan !

Perubahan KUA dan Rancangan i
Perubahan PPAS alek Kepala - 4 Septemiber y
Daerah Kepada DPRD {sesuai SO0/1381 ) g/ Bakende {2023 | 2625 ' W&E’:ﬁé e
tunguel tanda terimes dokumen
dari BPRD f Batwarn) -

2 | Resepakatan Rancangan .

; 7 1B /6 BUP-PAS 2025 . Belum Sesual,
mhia”éﬁnﬁ“lﬁ“ﬁuﬁﬁ? |5/KPTS/DPRD/PAS/2025 | 10 SERlember (puling lambat minaps
Y . ulan Agustus)

A léeﬁr:ﬁ-.mmmﬁ;:qn iR Kepala IBLIT/BUFPAS IS 1o Bepiember | umm Sormek,
e DPI;?.D Kabi 16/ KPTS, DPRD/PAS/ 2025 HEUEE (paling fambat mngz 11

Pt bulan Agusties)
Pasaman
4 | Penerbitan Surnat Edaran Kepola

Diterah perthal Pedomen
Pempyusunan REA SKPD dan
Perubahan DPA SKPD serta or Belum Besual,
Feanyusunan Rancangsn Peods 900/1334/ Agr/Bukeuda/2025 ih SEEETW {paling lambat minggu 1
tentang Perubahan APBD dan bulan Agustug 3035
Rencangan Perkada tentang
Penfmbarin Perubahsn AFBD
TA. 2023

5 | Penyampaian Bancangan

Bolum Seauai,
Ipaling lambat mimggu 11

bulan September)

181/8/BUP-FAS/ 2035
20/ KPTS/ DPRO ) PAS 2025

27 Beptember
2025

Besuai,

lpoling lambat 3 |tgs)
bulan sebefum Tahun
Angmaran hernkhir
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| Penctapan | Persetawan Sl

+ |

u Kelerangan
TRUINCE = TEHEEI F‘

Penyampaian BEancangan

Peraturen Dacrah (entang Beual, .
Perubohen APED dan 9 Beteriiber idisampaikan paling
Hancangan Peraturan Kepala | S99/ 1430/ Agr/Bakeuda/ 2025 " anas lambat 3 [tiga) hari
Desrah tentang Penjebaran setelah tungral
Perubshon APBD kepada persetujuan  Rancangan

Gubernur untuk dievalunz Perda APBED)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman belum berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, sebagaimana maksud Bab IILA.1.d.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuvangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anpgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Perubahan Anpgaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Berkaitan dengan itu, Pemernntah Daecreh Kabupaten Pasaman untuk
selanjutniva harus terus berkomitmen mempertahankan kepatuhan dan
konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD
dan/atau Perubahan APBD mulai dari REPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD dan/atau Perubahan
APBD setiap tahunnya, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negerti Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penvusunan
Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjuinyva, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penvusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untulk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan
pemerintah pusal guna mendukung pencapaian 17 (lujuh belas) Program
Prioritas dan pencapaian B (delapan] misl atau Asta Cita sesuai
kewenangan pemerintah daersh dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan
daerah dan mengalokasikan anggaran belanja vang memadai sesual dengan
kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonemi yang
inkhusif dan berkelanjutan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian
target pelavanan publik sesual kKewenangan Pemerntah Daerah dan
kemampuan pendapatan daerah; dan

4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritagkan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang
sesual target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

sehagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. SINKRONISAS] KEBLJAKAN PUSAT DAN DAERAH,
A, Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025,
1. Penyvediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunting.

Penyediaan alokas: anggaran untuk penurunan prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan
funder weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus)
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pada anak balita Rp90.039.590.114,00 atau 32,57% dari total belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, butir 3.2.14.a. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/8J tanggal 24 Agustus 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
P':TI-UI‘leII'LE guna mendulkung capaian target itin::tja program, kegiatan dan
sub kegiatan sesuai dengan target capalan kinerja vang diharapkan dari
sub kegatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan
stunting apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target
kinerja kegiatan, sebagasimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.¢c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Alokasi Angparan Pengendalian [nflasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan
pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga
pangan, daya beli masyvarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta
stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesaman
agar mengalokasikan anggaran pengendalian milasi secara memadai dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tehun Anggaran 2025 sesua: dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sclanjuinya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Angegaran 2025 sebesar Rpl3.118.598.382,00 atau 1,183%
dari total belanja daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesual maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019 dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-53889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai
kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Dukungan Alokasi Angearan Dalam Eangka Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem.

Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
dianggarkan scbesar Rp52.786.263.927,70 atau 4,73% dari total anggaran
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjuinya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada
Dinas Pendidikan pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi
Peserta Didik sebesar Rp58.415.00000 dimana Belamja Perjalanan Dinas
scbesar Rp34.460.000,00 atau 58,41% dari wotal anggaran sub kegiatan
terkair.
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diindikasikan memiliki proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih
besar dibandingkan denpan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-
masging sub kegiatan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di
daerah,

Pemerintah Dacrah Kabupaten Pasaman harus memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan sesual dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
suby kegiatan dimaksud apabila ditinjau darl aspek indikator, tolok ukuar,
dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3] dan
Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 15 Tahun 2024,

. Dukungan Alokasi Angegaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

Dalam ranglka pelaksanaan Makan Bergizi Schat sebagai program pricritas
nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengalokasikan
dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjacdi
kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Dalam hal
alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dan transler keuangan
daecrah yvang mewsajibkan kontribusi dar pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yvang bersumber dari
APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud
butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 guna mendukung program
pembangunan 3 (tiga] juta rumah per tahun untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain:

a. Menyiapkan basis data kondisi perumahan di daerah dengan akurat
dan lengkap (tuna wisma);

b. Menyiapkan rencana pengembangan perumahan dan kKawasan
permukiman di daerah sebagai acuan seluruh stakeholder;

¢. Pengawasan penyelengparaan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah termasuk penerapan hunian berimbang;

d. Mempercepat proses perizinan [PBG, SLF, KKPE);

e. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung
terwujudnya perumahan bagi MBR;

. Penghapusan BPHTB, dan meringankan retribusi perizinan;

g. Harmonisasi dan penyempurnaan peraturan daerah;

h, Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman,

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Swasembada Pangan Untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

Dukungan Pemerintah Daerah Rabupaten Pasaman dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 dalam
mewujudkan swasembada pangan scsuai dengan kewenangan di daerah
antara lain mendorong dalam upava peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia di bidang pertanian.
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Selanmjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga melakukan pengawasan dan
pengendalian harga pangan di deerah, antara lain:

g, Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;

¢. Monitoring harpa pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar,
sogialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

7. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
Rpl04,558,317,893.00 atau 32,41% dari total Belanja Barang dan Jasa
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tenlang
Perubahan APBD Tahun Anpggaran 2025, belum memenuhi alokasi
anggaran Pengpunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Pengpunaan Produk Dalam Negen dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangega Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Penpgadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Lembapga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
027 /1022 /8] dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februarn 2022 tentang
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Daerah,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupatlen Pasaman harus mengupayvakan
dalam mengalokasikan anggaran Penggunsan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnva 40%
(empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja
Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 anggal 30
Maret 2022 dan butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Sinkronisasi dan Dukungan Kebijakan Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Pasaman dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun
2025.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah
pusat bertujuan memastikan efcktivitas pembangunan di daerah dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaan sasaran pembangunan
nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan
antara pemerintah  pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah
daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (REPD).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2025-2029 sebagaimana diatur daelam ketentuan peraturan perundang-
undangan. REKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan  sistematis  serta
menyelesaikan  isu permasalahan masing-masing maupun  seluruh
komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber dayva yang
tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,



I

Tema RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan” vang dapat menjadi jembatan untuk menjaga
kesinambungan pemMbDANZEUINET seria mengakomodasi atau
memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan
fondasi vang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta
untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan
pricritas nasional sebagai berikut:

a. Memperkokeh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM].

b, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Svariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia ([(SDM), Sains
Teknologi, Pendidikan, Keschatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial
dan Generasi Z) dan Penvandang Disabilitas.

e, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

f. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemeratoan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

g, Memperkuat Reformasi Peliik, Hukum, dan Birokrasi, scria
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyeludupan.

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyvarakat yang Adil dan Malkmur.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten PasamantentangPerubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2025 vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Priormitas Nasional Tahun
2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisas: Kebijjakan Pemerintah
Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2025
. Rasaln
M. Prioritas Mesional. E’PATES adde Terhadap
Belinja Deerah
Memperkokoh ldeclog Pancasila, Demokrasd, dan =
I Mk raaaa Marusia (HAM), 17.004 844, 101,00 1,57%
Memantapkan Sistemn Periahansn Keamenan Negara
. dan Mendorong Kemandirian Bangsas melalu 2% STE.001.421.00 2,20
Swasembada Pengen, Energl, Alr, Ekonomi Svarlah, ' T '
Ekorsomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Birng
| Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan
Moningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitns,
Mendorong Kewirausahaan, Mengembanghan : ’ s 2
¥ Indusiri Kreatif serta Mengembanglan Agromaritim A0S0 i
Itdustel di Bentra Produbel Melalul Peran Akl
Koperasi —— ——
Memperkuat Pembangunan Samber Daya Manusia
4 (50}, Sains Teknolegl, Pendidiken, Kesehatn, TAZA4L 112105900 63,765
Prespan: Olahrega, Kesetaraan Qender, seris
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Prioritas Masionsl

R-PAPBD 2035
(R

Hasio
Terhadap
Belanje Dacrah

F:rlguémn Peran Perempunn, Pemuda [Generas)
Mikenin! dan Qenerast &) dan Penyandang Disebilitas

on

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembanghon [ndustri
Berbazis Sumber Daya Alam uniiak Meninghatkan
Tilai Tambah di Dalam Negeri

4T1,136.000,00

0, 0=

Membangun dar Desa dian darl baweh untuk
Pertumbuhan Ekonoml, Pemerataan Ekonami, dan
Pemberantasan Kemiskinan

5007 A4 ol 00

0.a8%

=]

Hl:mpcri-ruu: Reformasi Politik, Hikum, dan
Birokraal, serta Memperkdet Pencegrhan dan
Pemberantasan Kerupsh, Narkaba, Jodi dan
Penyeludupan

270,095,351 033,00

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis
dengan Lingkungan, Alem dan Budaya, serta
Feningkatin Toleransi Antarumat Beragama untuk
Mencapei Masyarokat yung Adil den Makmur

22953 06042000

29, 22%

2. 06%

Jumlah Alokasi Anggaran dalum R-APED | 1.115.215.382.596,00 |  100,00%
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Total Belanja Daerah | 1.115.215.382.596,00

0. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Kabupaten Pasaman denigan

Kebijakan Ekenomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)
MNasional Tahun 2025

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF} Tahun Anggaran 2025 yang
memberikan desain arah kebijakan makre dan fiskal sebagai salah satu
acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA. 2025
Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas
kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas
2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan
dari pemerintah daerah melahu APBD untuk mencapai target
pembangunan wvang telah ditetapkan dengan meéneremahkan arah
kebijakan nasional ke dalam strategi kewilayahan, Beberapa perangkat
kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal
teracbutl antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Hegional, Pengelolaan
Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indecks Regional Well-being, dan
Smergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk mempercepat skselerasi transformasi
ckonomi maka dalam jangka menengah pemerintah jugs mendorong
penguatan kualitas sumber dava manusia, pembangunan infrastruktur,
dan peningkatan nilal tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju
2045 melalui akselerasl pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan
konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan
ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanjs produktif
melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk
mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja
operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan,
optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi
perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi.

Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui
kebijakan Transfer Ke Daergh  (TED) vang asimetris  dengan
mempertiimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan
penguatan terhadap earmarking TED dan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ([PDRD} serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory
spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi,
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Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemenntah
Kabupaten Pasaman dapat melakukan pengualan kerjasama antar daerah
sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui
pengembangan sentra ekonomi baru, Selain itu, dengan pengembangan
desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergens
antar daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, persandingan keselarasan antara target
Kinerja Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Pasaman dengan Target Kinerja
Ekonomi Makro Provinsi dan Nasional disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel &

Daftar Keselarasan Hasil Persandingan Kerangka Ekonomi Makro
Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Kerangka Ekonomi Makro
Provinsi dan Nasional Tahun 2025
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10.Sinkronisasi

daan Dukungan Kebjakan Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Pasaman dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025,

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman
telah menvatalkkan dukungan alokas: anggaran belama dasrah untuk
mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 20235, sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
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Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPEF TA. 2025 dan Perubahan
REKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten
Pasaman agar meningkatkan sinergi dan penyvelarasan kebijakan
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung
pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan
utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka
mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Sumatera
Barat pada tahun 2025 schagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2024 meliputi:

i. Mempercepal pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Barat sebesar

4,69% a/d 5,19 %.

ii. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Sumatera Barat sebesar
4 50% s8.d 5,1%: dan

iil. Menurunnva tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera Barat
sebesar 5,37% s.d. 5,76%.

w. Meningkatkan kualitas Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi sebesar
0,57,

v. Menurunkan Rasio Gini menjadi 0,274-0,279.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Angearan 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tehun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun
2025 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2025
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. Peningltun Toaral Perekononunn Masyarnkat Antara |
Lpin Mrialul Pengembangan Kewasan Ekonomi

Semumi Potenai Wilayvah, Menumbubleemban giean 22,933 202 354 3,01
UMEM, Proingkatan Produks dan Produktibins

Pertanian, Perkelninan dan Penkaman
b Beformasl Rirokrasi Dalem Pemerintahar 339,321 305,538 | 30,43
| Jumlah Alokasi Anggaran dalam APRD 1,115,215,382,596.00 | 100, 00°%
E Total Belanjo Daeroh | 1,118,215,382,596,00 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemenntah Deerah Kabupaten
Pasaman hams menyelaraskan alokas anggaran dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan
Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2025, dan mengupayakan
konsistensi pada tahapan selanjutnye dengan dokumen yvang tercantum dalam
SIPD RI.

. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah vang ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanal urusan
pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyvediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(mandatory spending), sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar

Rp446,054.771.155,00 berkurang sebesar Rp(21.013.691.838,00] atau

{4,71%) menjadi sebesar Rp425.041.079.317,00 atau 38,11% dari total

belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain

tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyvediaan Gaji dan Tunjangan ASN (di Dinas Pendidikan)
sehesar Rp342.683.788,.957,00.,

b, Sub Kegiaitan Pembangunan Sarana, Prazarana dan Utilitas Sekolah
schesar Rp6.941.761.660,00;

¢, Sub Rkegiatan Pengelolaan Dana BQOS Sekolan Dasar sebesar
Rpbd.545. 100,00,

d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebesar
Rp 4.466,490.167,00;

e, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Bekolah
sebesar Rp451.651.000,00;

f. Sub Kegiatan Penyvediaan Biaya Personil Peserta Didik Sckolah Dasar
sebesar Rp30,431, 700, 000, O,

g. Sub Kegiatan Penyediaan Biayva Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama sebesar Rpl10.628.200.000,00;

h. dan seterusnyva.

Telah memenuhi alokas) anggaran untuk fungsi pendidikan sckurang-
kurangnya 20% {dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana
maksud Pasal 49 avat (1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidilkan Nasional, Pasal B1 avat (1| Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan



- 23 -

Pendidikandan butir 51,2 Lampiran Peraturan Mentenn Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2024,

Untuk  itu, Pemerintah Daerah  Kabupaten Pasaman  harus
mempertahankan sccara konsisten dan berkesinambungan dalam
mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnyva
20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 scbagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024, vang diprioritaskan penggunaannya untuk
peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian
indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman dengan
memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenage pendidik
berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, dari espek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk
fungs: pendidikan harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja
sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menten
Dalam Negeri Nomor (050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

. Alokasi Anggaran Untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 semula scbhesar Rp247.259.186.9493.00
berkurang sebesar Rp(33.724.301.954,00) merjadi schesar
Epl193.534.885.039,00 atau 19,89% dari total belanja daerah diluar
belanja bam hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, vang antara lain tercantum pada:

a, Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di Dinas
Pendidikan sebesar Rp6,94 1,761 ,660,00:

b. Pembangunan Ruang Kelas Bara Dinas Pendidikan sebesar
Rp2,276,858,306,00;

c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD di Dinas
Pendidikan sebesar Rpl,347.479,200,00;

d. Pembangunan Fasilitas Keschatan Lamnya di Dinas Kesehatan scbesar
Rp2,024,790,406,00;

e. Pembangunan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum den Penataan Ruang
sebesar Rpl,213,383,343,00;

f. Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekegaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rpd, 707,733.875.00;

g. Pemeliharaan Berkalan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sebesar Rpl.072.032.080,00;

h. Rekonstruksi Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatasn Ruang
sebesar Rpl,991,926,904,00;
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Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastrulktur
Pelayanan Pablik paling rendah 40% [empat puluh persen] dam total
belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan /atau transfer Kepada Daerah
dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun 2025,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus mengupayvakan
pemenuhan alokasi angegaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar
Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-
Undang Nomor | Tahun 2022, dan butir 5.1.3 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penvesuaian porsi belanja infrastruktur pelayvanan publik tersebut
dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan
minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam
rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan
kapasitas hskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran
Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, dan aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk
belania infrastruktur pelavanan publik harus dialihkan ke dalam rincian
objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024,

. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawal Ep618.757.101.273,00 atau 55,46%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyvediaan anggaran belanja pegawar di luar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus pguru, tunjangan profesi guru dan
tunjangan sejenis lainnva vang bersumber dari TKD vang telah ditentukan
penggunaannya Rp505.740.473.554,00 atau 45,35% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran terscbut belum memenuhi ketentuen alokas: belanja
pegawai, diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru,
unjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari
TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh
persen) dari total belanja daerah.

Untuk  itu, Pemernntah  Daerah  Kabupaten Pasaman  harus
mempertahankan /mengupayakan secara terus menerus dan konsisten
dalam mengalokasikan anggaran belanja pegawai diluar tambahan
penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan
tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya, paling finggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja
dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5
{lima) tahun sejak diterbitkannyva Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
butir 3.2.2.) dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeni
Momor 15 Tahun 2024,

. Alokasi Anggaran Belanja yang Bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah [PDRD) yang Ditentukan Penggunaannya

Besuai data pendukung vang disampaikan Pemerintah Kabupaten Pasaman
mengalokasikan belanja daerah dari Pendapatan Pajak Daerah Dan
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Retribusi Daerah (PDRD] wyang Ditentukan Penggunaannya dalam
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagal berikut:

a. Alokasi Belanja dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor vang ditentukan
Penggunannya

Fenyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor yvang ditentukan Penggunannyva sebesar Rp0,00
atau 0,00% dari target pendapatan Opsen pajak Kendarzan Bermotor
sebesar Rpl 1.34.368.406,00.

Belum szesuai dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten
Pasaman  wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan
Pendapatan Upsen PEKB untuk pembangunan danj/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda sarana transportasi umum sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22 /KM.7 /2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannva Untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

b. Alokasi Belanja dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga
Listrik vang ditentukan Penggunannva.

Penyediaan alokasi belanja yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik vang ditentukan Penggunannva sebesar
Rp(,00 atau 0,009 dari target pendapaian Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (FBJT) Tenaga Listrik sebesar Rp8.507.785.000,00.

Belum sesuai dengan Kketentuan dimana Pemerintah Kabupaten
Pasaman wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu (PBJT] Tenaga Listrik untuk penvediaan
penerangann jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan
infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biayva atas
konsumsi tenaga lisirik untuk penerangan jalan umum sebagaimans
dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 22/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

c, Alokasi Belanja dari Pajak Air Tanah ([PAT] yang ditentukan
Penggunannya.

Penyediaan alokasi belanja yvang bersumber dari Pajak Air Tanah (PAT)
vang ditentukan Penggunannya sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target
pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp735.000.000,00.

Belum sesual dengan ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten
Pasaman wajib menganggarakan sebesar 10% hasil penerimaan Pajak
Air  Tanahuntuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah
kab/kota vang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah,
meliputi: penanaman pohon; pembuaten lubang atau sumur resapan:
pelestarian hutan  atau  pepohonan  dan  pengelolaan  limbah
sehagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri kenangan Nomor
22/KM.7 /2024 tentang Penandean Rincian Belanja Daerah Dari Hasil
Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Untuk Evaluaai Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
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d. Alokasi Belanja dari Pajak Rokok yang ditentukan Penggunannya

Penyediaan alokasi Belanja yang bersumber dari Pajak Rokok yang
ditentukan Penggunannya sehesar Rp0,00 atau 0,00% dan target
pendapatan Pajak Rokok sebesar Rp20.150.172.237,00,

Belum memenuhi ketentuan dimana Pemerintah Kabupaten Pasaman
wajib menganggarakan sebesar 50% dari target Pendapatan Pajak
Rokok dimana 75% porsinya (atau 37,5%) untuk pembiayaan jaminan
sosial melalui BPJS dan 25% (atau 12,5%) sisanya untuk Penegakan
Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan
Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dan
Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD dan Lampiran
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 135 tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib mengalokasikan Belanja Wajib
vang didanal dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan
penggunaannya, meliputi:

i, Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen
PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan
Opsen PKB, untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

ii. Belanja Wajib yanlllg didanail dari hasil penermaan PBJT atas
Tenaga Listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target
penerimaan  PBJT atas Tenaga Listrik, untuk penyediaan
penerangan jalan umum;

iii, Belanja Waijib vang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok
bagian kabupaten/kota paling sedikit 50% {(lima puluh persen) dan
taregt penerimaannya, untuk mendanai pelayvanan keschatan untuk
masvarakat dan penegakan hukum; dan

iv. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah
paling rendah 10% (sepulub persen) dari target penerimaan Pajak
Air Tanah, untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan hngkungan hidup dalam Daerah

kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas
air tanah.

D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:
1. SPM hidang Pendidikan
Alokasi anggaran untuk belarja SPM bidang Pendidikan semula sebesar
Rp48.566.776.200,00 berkuang sebesar Rp(l1.408.258.494,00] atau
(2,90)% menjadi sebesar R47.138.2317.706,00 atau 11,31% dari total
belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rpd416.942.646.436,00
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan
dasar Bidang Pendidikan kewenangan kabupaten /kota sebagai berikut;
. Angka  Partisipasi Sekolah, dianggarkan semula  sebesar
Rp46.938.9539.800,00 berkurang sebesar Rp(1.171.234.294,00] atau
(2,50%] menjadi sebesar Rp45.767.725.506,00,
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b. Literasi dan Numerasi, dianggarkan semula sehesar
Rpl.461.991.700,00 berkurang sebesar Rp(241.298.850,00) atau
{16,50)% menjadi sebesar Rpl 220,692, 850,00,

¢. Keamanan, Kebhinckaan, dan Inklusivitas, dianggarkan semula
sebesar Rp59.349.000,00 bertambah sebesar Rp50.253.400,00 atau
84.67% menjadi sebesar Rp109.602.400,00.

d. Kekhususan PAUD, diangparkan semula sebesar Rpl06.475.700,00
berkurang sebesar Rp(45.978.750,00) atau (43,18%)% menjadi
sebesar Rpbl.496.950,00,

Harus dipricritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk
memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota
sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan. yang terdiri dari:

1] 1008 warga ncgara usia 50 tahun yvang berpartimipasi dalam

Pendidikan Anak Usia Dini.

2] 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar,

3] 100%hwarga negara usia 7-18 tahun yvang belum menyelesaikan
pendidikan  dasar dan menengah vang berpartisipasi dalam
pendidikan kKeselaraan.

2, SPM Kegehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar
Rp2.131.41.500,00 bertambah sebesar Rpl2.72B.400,00 atau 0,60%
menjadi sebesar Rp2.144,144.300,00 atau 0,78% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp276.408.790.987 00 Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk layanan dasar Bidang
Kesehatan kewenangan kabupaten / kota sebagai berikut:

@. Pelayanan Keschatan Pada Usia Pendidikan Dasar, dianggarkan

semula sebesar Rp810.095,000,00 berkurang sebesar
Rp{17.794.000,00) atau [2,20)% menjadi sebesar Rp792.301.000,00.

b. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, dianggarkan tetap sebesar
Rp20.000.000,00.

c. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, disnggarkan tetap sebesar
Rp24.900,000,00,

d. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi,
dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00,

e. Penderita Pelavanan kesehatan Diabetes Melitus, dianggarkan tetap
sebesar Rp20.000.000,00.

f. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dianggarkan
semula sebesar Rp215.420.000,00 berkurang sebesar
Rp(2.987.500,00] atau (4,64%) menjadi sebesar Rp2035.432.500,00.

g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dianggarkan tetap
sebesar Rp227.515.000,00,

h. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency
Virus), dianggarkan tetap sebesar Rp20.000.000,00.

1, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dianggarkan tetap sebesar
Rp69(.956.500,00.
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j: Pelayanan Keschatan [bu Bersalin, dianggarkan semula sebesar
Rp42.530.000,00 bertambah sebesar Rp6.000.000,00 atau 14,11%
menjadi sebesar Rp48.530.000,00.

k. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, dianggarkan semula sebesar
Rp20.000.340,00 bertambah menjadi sebesar Rp34.510.000,00 atau
172,55% menjadi sebesar Rp54.510.000,00.

. Pelayanan  Kesehatan Balita dianggarkan semula  sebesar
Rp20.000.000,00 berkurang sebesar Rp{100,00) atau (0,00%) menjadi
sebesar Rpl9.999.900,00.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan
vang bersifat peningkatan/promotifdan pencegahan/preventil serta
memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang
Kesehatan. Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesechatan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan
untuk kabupaten/kota vang terdiri dari:
1] 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

21 100% ibu bersalin vang mendapatkan lavanan kesehatan.
3] 1007 bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

5} 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layvanan kesehatan,

6) 100% warga negara usia produktif vang mendapatkan layanan
kesehatan.

71 100% warga negara usia lanjut vang mendapatkan lavanan keschatan,

8) 100% warga negara penderita hipertensi vang mendapatkan layvanan
kesehatan,

9) 100% warga negara penderiteé diabetes mellitus vang mendapatlan
layenan keschatan.

10)100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan.

11)100% warga negara terdugse tuberculosis yang mendapatkan lavanan
kesehatan.

12)100% warga negara dengan risiko terinfeksi virns vang melemahkan
daya tahan mbuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) vang
mendapatkan layanan kesehatan.

3. S5PM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar
Rp4.122.098,178,00 berkurang sebesar Rp(2.661.824.938,00) atau [B4,56%)
menjadi sebesar Rpl.461.173.240,00 atau 7,12% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang
Rp20.509.217.260,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM  tersebut
dialokasikan untuk layvanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang kewenangan kabupaten /kota sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistemn Air Limbah Domestok dalam
Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan semilla sehesar
Rpl.276.806.400,00 berkurang sebesar Rp(281.562.430,00) atau
{22.,05%) menjadi sebesar Rp995,243.970.000,00.
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b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM]
di Daerah Kabupaten [Kota dianggarkan semula sebesar
Rp2.846.191.778,00 berkurang sebesar Rp(2.380.262.508.00] atau
(83,634%) menjadi sebesar Rp465.929.270,00.

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuhi mutu pelayanan
setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. Sebagaimana maksud Peraturan Pemenntah Nomor 2
Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelavanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator
pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang
kewenangan kabupaten/kota yang terdin dari:
1} 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokeok air minum
sehari-hari.
2) 100% warga negara yvang memperoleh layvanan pengolahan air limbah
domestik.

. 8SPM Perumahan Rakyal dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakvat semula
sebesar Rpl.B51.635.499,00 berkurang sebesar rp{l.369.766.999,00) atau
(73,98%) menjadi sebesar Rp481.868.500,00 atau 3,98% dari total belanja
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rpl2.108.869.322,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
dialokasikan untuk layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman kewenangan kabupaten /kota sebagai berikut;

a. Penvediaan dan rehabilitasi rumah yvang layvak huni bagi korban
bencana keabupaten /kota, dianggarkan semuila sehesar
Rpl.829.135.499,00 berkurang sebesar Rp{l1.356.318.449) atau
(74,15%) menjadi sebesar Rp472.817.050,00.

b. Fasilitasi penyvediaan rumah vang layvak huni bagi masyvarakat yvang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten,/Kota,
dinggarkan schesar Rp0,00 atau tidak dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman wajlb menyedikan alokasi anggaran
yang memadal untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layvanan
dasar pada 5PM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
Selanjutnya terhadap layanan dasar pada poin angka b tersebut di atas,
vang belum ada anggarannya. maka Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib
menyediakan alokasi anggaran vang memadai bagi pelaksanaan lavanan
dasar tersebut, sebagalmana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menternn Pekegaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekenaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi indikator
pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyvat dan Kawasan Pemukiman
kewenangan kabupaten/kota vang terdin damn:
1} 100% warga negara korban bencana vang memperoleh rumah layak
huni.
2} 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah
daerah kabupaten /kota vang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah
yvang lavak huni.

. BPM Trantibumlinmas
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Trantibumlinmas semula
sebesar Rpl.769.766.250,00 berkurang sebesar Rp(30.472.350,00) atau
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(1,72%) menjadi sebesar Rpl.739.293.900,00 atau 9,57% dari dari total
belanja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas
Rpl8.169,170,443,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
dialokasikan untuk layvanan dasar Bidang Trantibumlmmas kewenangan
kabupaten [kota sebagai berikut:
a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, dianggarkan semula
sebesar Rp610.111.000,00 berkurang sebesar Rp(79.671.250,00) atau
(13,06%) menjadi sebesar Rp5330,439,750,00.

b. Pelayanan informasi rawan bencana, dianggarkan 0,00 atau tidak
dianggarkan.

c. Pelavanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
dianggarkan semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar
Rp82.239. 000,00 atau 164,48% menjadi sebesar Rp132.239.000,00.

d. Pelayanan penyvelamatan dan evakuasi korban bencana, dianggaran
semula schesar Rp395.463.8006,00 berkurang sebesar
Rp29.089.500,00 atau (7,36%) menjadi sebesar Rp366.374.300,00,

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran,
dianggarkan semula sebesar Rp714,191.450,00 berkurang sebesar
Rp(3.950.600,00} atau (0,53%) menjadi sebesar Rp7 10.240.850,00,

Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menyedikan alokasi anggaran
vang memadai untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis layanan
dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas. Selanjutnya terhadap layanan
dasar pada poin angka b tersebut di atas, vang belum ada anggarannya,
maka Pemerintgh Kabupaten Pasaman wajib menyediakan alokasi
anggaran vang memadai bagi pelaksanaan layanan dasar tersebut,
sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi/Kabupaten /kotauntuk memenuhi  indikator pencapaian SPM
Bidang Trantibumlinmas kewenangan kabupaten /kota yvang terdiri dari:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan

hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara vang memperoleh lavanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yang memperoleh lavanan penyvelamatan dan
evakuasi korban bencana,

3f 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

. oPFM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Sosial semula sebesar
Rp575.846,700,00 berkurang scbesar Rp{35.833.500,00) atau (6,22%)
menjadi sebesar Rp540.013.200,00. atau 18,75% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp2.880.590.499,00. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut dialokasikan untuk lavanan dasar
Bidang Sosial kewenangan kabupaten /kota sebagai berikut
a. Rehabilitasi sosial dasar penvandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar
pantl, dianggarkan semula sebesar Rp481.666.700.00 berkurang
scbesar Rp(35.B0B.500,00)  atau [T, 43%) menjadi sebesar
Rp445,858.200,00,

b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bag: korban bencana daerah kabupaten/kota,



dianggarkan semula sebesar Rp%4.180.000,00 berkurang secbesar
Rp{25.000,00) atau (0,03%) menjadi sebesar Rp91.155.000,00,

agar ditingkatkan alokasi anggarannya untuk memenuli mutu pelayanan
setiap jenis layanan dasar pada SPM Bidang Sosial. Sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelavanan Minimal Bidang Sosialuntuk memenuhi indikator pencapaian
SPM Bidang Ssial kewenangan kabupaten/kota vang terdinl dari:
1] 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehahilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.

2] 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti,

3] 10{¥4 warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi
sosial dasar lamgut usia di luar panti.

4] 100% warga negara)/gelandangan dan  pengemis  mendapathkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sesial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana vang memperoleh perlindungan
dan jaminan sosial

Berkaitan dengan hal tersebu!, alokosi anggaran pendanaan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan
Perahiran Daoerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dirnilari belum memadai dalam rangka pemenuhan SPM, di mana
masih terdapat layanan dasar yang belum dianggarkan poait:

!. SPM Bidang Perumahan Rakyal dan Kawasan Pemukiman pada Fasilitasi
penyediaan rumah yang layak hunt bagt masyarakat yang terkena relokasi
program pemennfah daerah kabupaten/ kota; dan

2. SPM Bidang Trantibumlinmas pada pelaganan informasi rawan bencana
bencana,

Untuk ttu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman wafidb menyediakan
alokasi anggaran yang memadai dalom Rancongan Peraturan Daerah
Kabupalen Pasaman lentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
memproritaskan pendanaen Urusan Pemerintahan Waib terkail pelayanan
dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimano maksud Pasal 298 ayat (1)
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 sebaguimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Apabila Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak menyediakan alokasi
anggaran untuk seluruh layanan dasar terkait pemenuhan Standar
Pelayanan Minimum (SPM), maka untuk penerbitan nomor register Perda
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 wajib menyampaikan Surat
Pernyataan Kepala Daerah perihal ketidaksanggupan pemerintah
daerah untuk menyediakan anggaran bagi layanan dasar untuk
pemenuhan SPM dimaksud.

%. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten

Pasaman tenlang Perubahan APBD Tahun Anpgaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinsan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
sebesar RpB.733.178,428,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun
2025, vang diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan | diluar TPP) pada SKPD Inspekiorat
Rp4.026.457.980,00 atau 036B% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun 2025;

b, Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawal ASN pada SKPD
Inspektorat Rp2.709,941.948.00 atau 0,24% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun 2025;

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk
pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan
serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rpl.996.778.300,00,
atau 0,18% dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 sesual maksud butir
2.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rpl124.000.000,00;

b. SBub  Kegiatan Pengawasan  Keuangan  Pemerintah  Dacrah
Rp350.000.000,00;

¢, Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp325.297.000,00;

d. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp98.125.000,00;

e. Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rpl47.261.250,00;

Belum memenuhi alokasi anpgaran dalam rangka penguatan pembinaan
dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
sekurang-kurangnya sebesar 0,75% [nol kema tujuh puluh lima persen) dari
total belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk ita, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus menambah
anggaran uniuk pengawasan dan mengupayakan secara lerus menerus
dan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggarandalam
rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspekiorat
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sekurang-kurangnya sebesar
0,75% fnol koma twiuh puluh Yma persen) dari total belanja daerah tidak
termasuk belanja gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat,
sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yaitu terdapat selisih kurang sebesar
Rpb,367.336.869 .47,

Sclanjutnya, apabila Pemerintah Kebupaten Pasaman belum dapat
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangsnnya
dengan jumlah minimal sesual peraturan perundang-undangan maka
Bupati wajib menyampaikaan surat pernyataan Bupati perihal
ketidaksanggupan dan  komitmen uniuk mengupayakannya i masa
mendatang dengan didukung surat pernyataan Inspektur Daerah yjang
menerangkan bahwa alokast anggaran yang disediakan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 teluh mencukupd untuk mendanai kebutuhan
belurja  bagi  peloksgnaan  program  dan  kegiatan pembinaan  dan
pengaurasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, vaitu:

1} Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
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undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan
oleh pemerintah pusatdan/atau pemeriksa Kinerja;

2] Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan
daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana
kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;

3] Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4] Reviu Laporan Keunangan,

3} Kegiatan Pengawasan Lainnva meliputi Probity  Audit, Rewviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
pengawasan perencanaan dan penganggaran vang berbasis gender,
pemeriksasn pengelolaan keuangan desa; dan

6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian
integritas, pelaksanaan sosalisasi dan kampanye antikorupsi
kepada scluruh elemen masvarakat (legislatif, eksekutif, aparat
penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandin
pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, capaian aksi pencegahan kerupsi yang dikoordinasikan
aleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi
dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi vang dikoordinasikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih
pungutan Har, pemeriksaan investipatf, tindak lanjut perjanjian
kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi  korupsi,
monitoringdan evaluasi tindak lanjut hasil pemerikszan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK] serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
APIP.

b. Peningkatan kapahilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3,
maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen rigiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan
profesional berkelanjutan melalul pendidikan dan pelatihan serta
bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

€. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton
dan lain-lain;

schagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara

Pemerinitah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penvelenggara
Pemerintah Daerah yvang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp5.040.8%90.598,00
atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diuraikan ke dalam alokasi:

a. belanja  pegawal sebesar pada 3SKPD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah schesar
Rp4.081.518.168,00 atau 0,37% dari total belanja daerah, dan;

b, belanja pemeliharaan pada SKFD Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp47.110.000,00 atau

0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabu paten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Sehubungan dengan bal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan
kompetensi penyelenggars pemerintah daerah pada SKPD  vang
menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan
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diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rpl1.2092.8232.780,00 atau
0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2025 sesual maksud butir 5,.2.3
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang
antara lain tercantum pada:

a. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp272.770.800,00;

b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinen Daerah, .Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan sebesar RpS8.087.200,00,

Belum memenuhi alokas) anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi
ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penvelenggara Pemerintah
Dacrah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah, serta alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan
belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur
penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk
berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daecrah Kaebupaten Pasaman harus mengupayvakan
pemenuhan alokasi angparan untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetens: penyelenggarsg  Pemerintah
Daerah, paling sedikit 0,16% [nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada
SKPD Badan Kepegawalan dan Penpembangen Sumber Dava Manusia
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.2.3
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB])

Penyediaan anggaran untuk FKUB semula sebesar Rp29.703.900,00
berkurang  sebesar Rp(18.063.900,00) atau [(60,81%) menjadi
Rpll1.640.000,00 atau 0,0010% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memenuhi amanat
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut
dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan
umat beragama di Kabupaten Pasaman,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus terus
mengupavakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadal guna
mendulkung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdavaan FKUB dan
pendirian Rumah Ibadah yvang dianggarkan pada perangkat daerah vang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
poliik melalui hibah sebagaimana maksud butir 5.3,1.a.3).d) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/3J tanggal 25 November 2020
tentang Penvediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
[FORKOPIMDA),

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten
Pasaman semula sebesar Rp483.322.100,00 bertambah secbesar
Rp342.755,000,00 atau 70,92% menjadi sebesar Rp826.077.100,00 atau
0.07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
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Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang
tercantum pada:

a] Sub KegiatanPelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota sebesar Rp826.077.100,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung
Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, FORKOPIMDA
Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum  yang
menjadi  kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan
dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah
kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di
Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)1) Lampiran Peraturan Menten Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2024,

Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdavaan dan Kescjahteraan
Keluarga (TP-PKEK).

Penvediaan anggaran untuk TP-PKK semula sebesar Epl.000,000.000,00
berkurang sebesar Rp(150.601.800,00) atau [15,06)% menjadi sebesar
RpE49. 308.200,00 atau 0,08% dar total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota melalui:

b) Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga
dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada
SKPD yang sccara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan
sosial dasar.

€] Dukungan terhadap upava pembinaan karakier keluarga melalui Pola
Asuh Anak dan Remaja di Era Digifal yang meliputi peninghkatan
kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba,
keluarga anti trafficking, dan keluarga vang melindungi anak dari
kekerasan seksual.

d) Mendorong upava Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan
kualitas SDM, peningkatan perckonomian berbasis keluarga, serta
upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga,
dan perkoperasian.

¢) Mendoreng upaya penguatan kctahanan keluarga melalui Gerakan
Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman
dengan mendavagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif
dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi
pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagal upayva mengurang
angka shunfing, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan
pangan serta mendorong pengembangan rumah schat layak huni/tata
laksana rumahtangga.

I Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di
tingkat Desa/Kelurahan antara lain penpgadaan alat kesehaian dasar
seperti imbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer,
insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta
kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka
Kematian Bay: (AKB), angka kematian ibu [ibu hamil), melahirkan dan
nifas, pembudayaan Norma Keluargas Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga vang
tangeap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranseria
masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga
dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat.
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PemberdayaanKader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10
{sepuluh) Program Pokok PKK, vang meliputi:
1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;

2] gotong royong:
3) pangan,
4) sandang,
5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
&) pendidikan dan keterampilan;
7} keschatan;
&) pengembangan kehidupan berkoperasi;
9) kelestarian lingkungan hidup; dan
10} perencanaan sehat.

h) Dukungan pelaksangan mgas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota

il

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubshen APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada
SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembanpunan dan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga dapat menganggarkan
dalam bentuk Belanja Hibah vang dianggarkan pada SKPD berkenaan
dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada
program, kegiatan dan sub kegiatan sesual dengan tugas dan fungsi TP-
PKK dengan prioritas penggunaan  unituk  mendukung upaya
pendampingan  keluarga dalam percepatan penurunan Stunting,
pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK,
kegiatan bakt sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader
Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan
ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan
pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga,
dukungan kepiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PEK
Kabupaten /Kota/ Kabupaten / Kota, serta kegiatan lainnyva.

Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
Kabupaten/Kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentangPerubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudavaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudavaan Indonesia vang
antara lain tereantum pada:

.

b.

L,

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
sebesar Rp0,00;

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00;

Penetapan Cagar Budava Peringkat Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada
butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,
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Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukuom Daerah sebesar
Rp357.774.100,00. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235,
termasulk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai
salah =atu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana
maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.

Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk oleh
Pemerintah Daerah.

Penvediaan anggaran vang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budava Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah sebesar Rpl12.956.458.536,00;

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka semula sebesar Rpl,00;

disnggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Angpgaran 2025, dengan berpedoman pada
butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Alokasi anggaran dari BLUD.

Penyediaan anggaran vang bersumber dari BLUD, antars lain tercantum
pada:

a. Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp28.065.885.901,00
bertambah sebesar Bp3.739.856.739,00 atau 13,33% menjadi sebesar
Rpdl1.805.742.640,00,

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp50.858,960.212,00
bertambah s=ebesar Rp2.984.351.631,00 atau 5,87% menjadi sebesar
Rp53.843.311.843,00;

¢. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar
Rp4.087.414 855,00 berkurang secbesar Rp(l.481.298.602,00) atau
(36.24)% menjadi sebesar Rp2.606.116.253,00;

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar
Rp519.750.000,00 berkurang sebesar Rp{411.750.000,00) atau [79,22%)
menjadi sebesar Rpl108.000.000,00;

e, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula sebesar
Rpb.000.000,00 berkurang schesar Rp(6.000.000,00) atau 100,00%
menjadi sebesar Rp0,00.

. Belanja Modal Aset Tetap Lannya BLUD semula scbesar
Rp245.521.828,00 berkurang sebesar Rp(165.260.303,00) atau (67,31%)
menjadi sebesar Rp80.261.525,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupatern Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 denpgan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.2.7
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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10. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS},

Penyvediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, vang antara lain
tercantum pada:

a, Belanja Barang dan Jasa BOSP semula sebesar Rp33.382.425.717,00
berkurang sebesar Rp(l,199,022.262.00) atau (3,5%%) menjadi sebesar
Rp32.183.403.455,00;

b. Belanja Hibah Dana BOS semula tidak dianggarkan menjadi sebesar
Rpl.310.400.000,00;

c. Belanja Hibah Dana BOSP semula sebesar Rp©.941.000.000,00
bertambah sebesar Rpl2.600.000,00 atau 0,13% menjadi sebesar
Rp9.953.600.000.00;

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP semula scbesar
Rp3.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp(562.927.555,00) atau
(16,08%) menjadi sebesar Rp2.937.072.445,00;

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnva BOSP semula sebesar
Ep4.400.074.283,.00 bertambah sebesar Rp228.949.817.00 atau 5,20%
memjadi sebesar Rp4.629.024.100,00

diangegarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
teritang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional BSatuan Pendidikan pada Pemerintah
Daerahdan butr 3.3.2,1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tehun 2024 secrta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2406 Tahun 2024 dan
pemutakhirannya.

F. Alokasi Anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025
dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan
Opsen Pajak Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi
Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnyva PKB, BBNKB, Opsen PKB dan
Opsen BBNKB, Pemernintah Daecrah Kabupaten Pasaman apar menvediakan
alokasi anggaran untuk sinergi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan alokasi anggaran sesuai Perjanjian kerja Sama nomor
13/PKS/PEM-SETDAKO-PP/ X1 /2024 dan 120-220/PKS5/GSB-2024 vang telah
disepakati antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupatean Pasaman.

Untuk melaksanakan kegatan berupa:

1. Pertukaran data, rekonsiliasi data, dan/atau pemanfaatan data potensi
perpajakan, perizinan, serta data atau informasi lainnya vang terkait
dengan obhjek dan subjek pajak;

2. Pendataan objek dan subjek pajak;

3. Penagihan Pajak;

4. Pengawasan dan penelitian pajak;

3. Pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

6. KSWP,

7. Sosialisasi;
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8. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atauy sumber daya
manusia di bidang perpajakan termasuk pelatihan dan pembinaan;

9. Penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
10. Penyediaan sarana dan prasarana pemunguian pajak; dan

11. Kegiatan lain vang dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penyediaan anggaran untmk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan sinergl
Pemungutan Opsen Pajak Daerah, khususnya PEB, BENKB, Opsen PKB dan
Opsen BBNKB tersebut di atas agar di sesuaikan dengan amanat Pasal 2B5
avat [3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah dimana:

1. Alokasi angaran Kabupaten/kota atas penerimaan Opsen PKB paling
minimal terdiri dari:
a. 1,25% dari penerimaan Opsen PKB vang lebih dari Rp20 Milyar;

b. I1,50% dari penerimaan Opsen PKB antara Kpll Milyar sampai
dengan Rp20 Milvar;

. 1,75% dari penerimaan Opsen PKB yang kurang dari Rp10 Milyar.

2. Alokasi angaran Kabuoaten/kota atas penerimaan Opsen BBNKEB paling
minimal terdir dari:
a.  1,25% dan penerimaan Opsen BBNKB yang letnh dan Rp20 Milyar;

b. 1,50% dari penerimaan Opsen BBNKB antara Rpl0 Milyar sampai
dengan Rp20 Milvar;

c. 1,75% dar penerimaan Opsen BBNKB yvang kurang dari Rpl0 Milyar,

Berdesarkan data yvang disampaiken dalam kelengkapan Evaluasi Ranperda
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD TA. 2025, alokasi anggaran
yang disediakan untuk sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
aoptimalisas: pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak
Daerah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran untuk sinergi permmunguian Pajak Daerah dan Opsen
Pajak Daerah yang berasal dari Opsen PKB dianggarkan sebesar Rp0,00
atau belum dialokasikan dari target pendapatan Opsen PKB sebesar
Rp11.343.368.400,00 atau belum memenuhi minimal alokasi.

2. Alokasi anggaran yang untuk sinergi pemungutan Pajak Daerah dan
Opsen Pajak Daerah yvang berasal dari Opsen BBNKB dianggarkan sebesar
Rp00.00 atau belum dialokasikan dan target pendapatan Opsen BBNKB
schesar Rp7.807.331.937,32 atau belum memenuhi minimal alokasi,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman harus memenuhi jumlah
alokasi anggaran untuk sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam
rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan
Opsen Pajak Daerahdengan menutupi selisih kurang anggaran
sehagaimana tersebut di atas.

IV. RONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan REKPD, KPUA dan
Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 scbagaimana Tabel sebapai berikut:
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Tabel 9

Konsistensi Program. Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPL,
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

MREFD Perubsthan KUA dan. P-PIRAS Rancaiygai P-APBD
i1, raaian
Jumlnk Pogi [Rpl Jumlah Bago |Rp duminh Pagia |Rp|
L Pragram 131 131 k3l
2 Heginran Elin 1217237 584, 703.00 67 | L H15218.982 550,00 e | 1115215963 506,00
Sty & 1
8 | nlaras 1397 137 | 137 |

B, Berdasarkan tabel sebapaimana di atas, terhadap kesesusian Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati

Pasaman tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Perubahan
RKPD serta Perubahan KUA dan Perubshan PPAS vang diuraikan pada
Kegiatan/Sub Kegiatan vang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
Perubahan KUA serta Perubahan PPAS seluruhnya sudah terdapat dalam

Perubahan RKPD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus terus menjaga
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari
Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Angparan 2025 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1),
ayat (2] dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Ewalussi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dan Pasal 23 ayat (2}, Pasal 89 ayat (1} dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peréncanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Selain itu, dalam penvusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan penyelarasan
antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan
KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan
Perubahan FPPAS wang telah dilakukan penilalan kesesuaian tersebut
dilakukan penvempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama
antara Kepala Dacrah dan DPRD untuk menjadi dasar dalam penyusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi

Kebijjakan Fiskal Nasional.

Berkmian dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan
yang befum tercantum dalam Perubahan REPD, Perubohan KUA dan
Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahon AFPBD Tahun
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Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman  tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialthkan
untuk mendanat program, kegiatan dan sub kegiatan priontas sebagaimana
tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menurjang pencapaian 17 (tujub
belas] Program Prioritus dan pencapaian & (delapan) misi atau Asta Cita,
Pripritas  Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesugi dengan ketentuar
peraturan perundang-undangar.

Dafam hal kegiaton dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keperluan mendesak, keadaan har biasa, dan amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tingg: setelah Perubahan RRPD
ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 disetuui bersama, Pemenniah Daerah Kabupaten Pasaman
dapat menyesuatkan program, kegiatan dan sub kegiatan baru wnluk
selgnjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman lentang
Perubahan APBD Tahun Anggarun 2025 sesual dengan ketenluan perafuran
perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penpanggaran target pendapatan daerah dalam Eancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional
vang dapat dicapal untuk setiap sumber pendapatan daerah dan
memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

2. Penganggaran target pendapatan dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah [RRKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yvang sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

3. Penganggaran pelaksansan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah
kabupaten Pasaman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 56 Tahun 202] tentang Tim Percepatan dan Periuasan Digitalisasi
Daerah Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana

maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

4. Pendirian Badan Ussha Milik Daerah (BUMD] bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masvarakat
sesual kondisi, karakteristik dan potensi daerah vang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
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Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba
atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2025
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penvertaan modal
dengan jumlah total penvertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman dan memperhatikan perolechan manfaat ckonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, scbhagaimana
dismanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnyva, terhadap penyertaan modal Pemerintah Dacrah Kabupaten
Pasaman kepada BUMD vang kinerjanya belum memadal [performarice
based), harus dilakukan antara lain langksh-langkah optimalisasi kinerja
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seluruh /sebagan  aset dan  kekavaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayvaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman vang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman.

5. Melakukan relormasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah
mendukung pemulihan dunia ussha dan optimalisasi melalui inovasi
kebijjakan sérta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi
dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memililka karakteristik khusus,
antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK] Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana
Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L vang diterima perangkat daerah
dan pendapatan lainnya vang penerimaan pendapatannya tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan
pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

7. Pengangparan pendapatan daerah yvang memiliki karakteristik khusus
termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan
tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa
sesual ketentuan Pasal 72 ayat |5) Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa vyang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah,

8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis,
objelk, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan kevangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), Saman Kerja Perangkat Daerah (SKPD] dan/atau Badan
Layanan Umum Daerah [BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan
daerah yang sah vang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada SKPKD sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan
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Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggarsn

2025 semula sebesar Rpl.345.109.035.955.00 berkurang sebesar
Rpl45.236.207.283,00) atau (3,36]% menjadi sebesar
Rpl.300.872.828.672,00, sebagaimana tabel sebagai berikut:
Tabel. 10
Pendapatan Daerah
Jumlak (Rp] {Herkurang) Bertombak
Urmiamn
Bebelum (Rp| Smsudah (Rp) Rp| h
.i -1. -|-" LR | 4]
FENDAFATAN DAERAH 1,151,232 918,331 1,106 55T 068, T49 [24.675, 848,772 i2,19)
PENPAFATAN ASLI-DAKRAH (WAFY 134,561 676,768 147,081 434,394 12,519,747,5628 L -
Pajaki Thaiali 2 259 A, 176 2 5T E92. 803 OATTARS 24 06
&4, 120,465 |
Retritrai Daersh A6, 303,411,546 1 039,592,010 | 5,38
Hanll Pengelulnan Bekprann Daerah ) [.556, 1400535 | '
varg Dilpil-l:lhh'.ﬂn 1A, 11E,756,3Th Ld hET . B05 911 - [1E,BT)
Latdr-1nz PAD yang Sah 8,797,108,674 B.797,108,67) 0,00
FENTMPATAN TRANSFNR 556,671,241, 753 §57, 754,867,295 [38,916,374,457) 290
Pesnidasatun Trnnsler Bemerintat Pusst 051 136,769, 0HH HET_ M0, T9E, CHHY G AL AT D00 [B45)
I Sk e A4 |
Fendapatan Transfer Anter Darsah 45,535,472,753 BT 053,069, 205 ; 40,93
Lanrs-Latrs Perdgpatan Dacrah Yooy | ll [
sah 1,720,778,059 1,720, 778,089 o
PENDAPATAN MIBAM i i |
Ladp-lasn Prndapaian Seauns dengan 1
Keteotunn Peraturan Perundang L7230, 773,050 | T3TTE.O59 a0

Undangan
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 20235, sebagai berikut:

1, Pendapatan Asli Daerah (PAD)}

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Angparan 2025 semula sebesar Rpl34.561.676.768,00
bertambah sebesar Rpl2.519.747.626,32 atau (9,30%) menjadi sebesar
Rpl47.081.424.394 32 atau 13,29% dari pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025,

Tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD per tanggal 30 Sptember 2025 Rp76.557.437.108,17 atau
256,88% dari 1otal PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupsaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rpl34.508.776.768,00;

b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rpll3.666.137.800,74 atau
73,03% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp155.637.512.007,00; dan

c. Realisasi PAD Tsghun Anggaran 2023 Rpl06.150.614.357,64 atau
84,59% dari total PAD dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp125.490.768.474 0000 .

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman harus melakukan perhitungan kembali atas target
PAD dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi
dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliput
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, diuraikan ke
dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp26.259.406.176 bertambah
sebesar  RpB.317.486.626 atau  (24,06%) menjadi  sebesar
Rp32.576.8092.802 dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan AFBD
Tahun Anggaran 2025, vang antara lain diuraikan sebagai berilout:

a) Pajak Reklame tetap sebesar Rp155.000.000,
b} Pajak Air Tanah tetap sebesar Rp75.000.000,

c| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap sebesar
Rpl.500.000.000.

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBEP2)
tetap sebesar Rpl.938.407.459,

¢) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap
sebesar Rpl.250.000.000,

Pajak Barang dan Jasa Tertentu tetap sehesar Rp&.507.785.000.

gl Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB] semula sehesar
Rp7.934.625.093 bertambah scbesar Rp3.408.743.313 atau
42,96% menjadi sebesar Rp11.343.368. 406,

—
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h) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB| semuls
sebesar Rp4 898.588.624 bertambah sebesar Rp2.908,743.313
atau 59 38% menjadi sebesar Rp7.807.331.937,32.

2] Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahsn APBD
Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp86,393.411.546 bertambah
sehesar Rp4.646.120485 atau  538%  menjadi  sebesar
Rp91.039.532.011 dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a] Retribusi Jasa Umum semula sebesar RpB85.236.648.546
bertambah sebesar Rp4.611.620.465 atau 5,41% menjadi sebesar
RpBO.848.260.011 dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 20235;

b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp972.113.000 bertambah
sebesar  Rp35.000.000 atau  [(3,60%) menjadi  sebesar
Rpl.007.113.000 dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025; dan

¢) Retribusi Perizinan Tertentu semula secbesar Rpl84.650.000
berkurang sebesar REp(500.000) atau (0,27%] menjadi sebesar
Rpl84.150.000 dari pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daersh Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil
pendatazn potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang
telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah
yvang terukur secara rasional yvang dapat dicapal untuk setiap sumber
penerimaan pajak daerah dan retribusi dacrah di Kabupaten Pasaman
serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah seérta potensi
pajak dan retnbusi daergh, vang meliputi struktur ekonomi daerah,
proveksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan,
indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya samng daerah dan
diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan
makro ckonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2024 serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak
dacrah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

2] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Selain i, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

1) pemberian Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sebapaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
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2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimanamaksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023;

3) insentil fiskal vanpg dilakukan wuntuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

4) pemberian insentif Pengurangan FPBBKB untuk mendukung
operasional pPENEEUnaEn alat utama dan komponen
utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan
menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengangearan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah
yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula scbesar
Rpl13.111.755.376,00 bertambah scbesar Rpl.356,140,535,00 atau
11,87% menjadi sebesar Rpl4./67.895911,00 amu 1,32% dan
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, vang
dinraikan ke dalam objek pendapatan daerah Bapgian Laba yvang
Dibagikan kepada Pemernintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal
pada BUMD.

dianggarkan dalam Rancangan Peramuran Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan
tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud
dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
perolechan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnva dalam
jangka wakiu tertentu, antara lain:

1} keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa

deviden, bunga dan pertumbuhan milal perusahaan daecreh vang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2] peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka wakiu tertentu,

3} peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibal langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) perungkatan penyerapan tenaga kena seumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi vang
bersangkutan; dan/atau

5] peningkatan kesejahleraan masyarakat sebagai akibat dari investasi
Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris scbagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasamansesual dengan tujuan penvertaan modal
dalam rangka meningkatkan PAD.
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¢. Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yvang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang
Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235 tetap sebesar RpB.797.103.670
atau 0,79% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

Tarpet Lain-lain Pendapatan Asli Dasrah yvang Sah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, vang antara lain diuraikan ke dalam oljek pendapatan
sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar
Rp433.040.000 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nemor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4)
dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah, dan
butir 3.3.1.3.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

2] Jasa Giro tetap sebesar Rp905.257.830 dianggarkan dalam
Rancangan Peraluran Dacrah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 avat (4] huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

3) Pendapatan Bunga tetap sebesar Rp5.000.000.000, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4] huruf { Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2024,

4] Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tetap
sebesar Rp230.000.000, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasmaan tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal
31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024

5) Pendapatan dari Pengembalian tetap sebesar Rpl. 677.805.840,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1 3.h.11)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan  APBD  Tahun  Anggaran 2025 semula  sebesar
Rp996.671.241.753 berkurang sebesar Rp(38.916.374.457) atau (3,90)%
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menjadi sebesar Rp937.7534.867.296 dari pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025,

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke
dalam jenis:

a) Pendapatan  Transfer Pemerintah Pusat  semula sebesar
Rp951.135.769.000 berkurang sebesar Rp(61.333.971.000} atau (6,43%]
menjadi sebesar RpB89.801.798.000 dari total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam
rincian ohjek pendapatan:

1)
<)

3]

ol

3]

Dana Desa tetap sebesar Rp69.215.249.000.

Dana Bagm Hasil (DBH] semula sebesar Rpl12.531.579.000
berkurang sebesar Rp(20.037.000) atau (0,16%) menjadi sebesar
Rpl2.511.542.000 lebih tinggi Rp48.355.000 dibandingkan dengan
alokasi anggaran vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 29 Tahun 20253 tentang Penvesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Angparan 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rpl2.463.187.000,

Dana Alokasi Umum (DAU) semula sebesar Rpb37.737.651.000
berkurang sebesar Rp[34.880.937.000) atau (5,47%] menjadl
sehesar RpH02.856.714.000 lebth kecil Rp34.880.937.000
dibandingkan alokasi anggarén vang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan
Kepumsan Menteri Keuangan Nemor 29 Tahun 2025 tentang
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut
Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka
Efisiensi Belanja daelam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp637.737.651.000,

Dana Alokasi Khusus (DAK] Fisik semula sebesar Rp38.765.841.000
berkurang sebesar Rp(26.729.397.000) atau (68,95)% menjadi
Rpl12.036.444.000 lebih kecil Rp26.720.397.000 dibandingkan
alokasi alokasi anggaran yeng tercantum dalam Pderaturan
Presiden Nomeor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja WNegara Tahun Anggaran 2025 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penvesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurat
Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka
Efisierisi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 scbesar Rp38.765.841.000 dan

Dana Alokasi Khusus [DAK)] Non  Fisik  semuls  sebesar
Rpl92 885,440,000 bertambah sebesar Rp296.400.000 atau 0,15%
menjadi sebesar Rp193.181.849.000 lebih kecil Rp296.400.000

dibandingkan dengan alokasi anggaran vang lercantum dalam
Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penvesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut
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Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka
Efisicnsi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp192.885,449.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tehun Anggaran 2025 dan disesuaikan
dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 201 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke
Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam
Rangka Efisicnsi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai
dengan petunjuk teknis tahun Dberkenaan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman agar melakukan penyesuaian atas penggunaan
Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesualan penganggaran Dana TKD
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024,
schagaimana maksud butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman  harus
menggunakan pendapatan dana transfer vang telah diarahkan
penggunaannya sebagamana maksud butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2,
butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024,

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 merupakan dana Treasury Depasit Facility [TDF),
pengelolaan DBH dan/atau DAU vang disalurkan secara non tunai serta
ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU
melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
maksud Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau
Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas
Treasury Deposit Facility.

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp45.535.472.753
bertambah sebesar Rp22.417.596.543 atau 49,23% menjadi sebesar
Rp67.953.069.296 dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD Tahun 2023, vang hanva
diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diuraikan ke
dalam rinclan objek pendapatan:

] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula tidak
dianpggarkan menjadi sebesar Rp5.806.172.796,

2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula
tidak dianggarkan menjadi Rp1.892,259,267,

3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
aemula sebesar Rp23.870.060.977 bertambah sebesar
Rp8.226.462.474 atau [34,4T%) menjadi scbesar Rp32,098,523.451.
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4] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula sebesar
Rpl110.572.540 bertambah schesar RpB5.870.305 atau (77,66)%)
menjadi sebesar Rpl96.442 845,

5) Pendapatan Bagi Hasil Pajek Rokok semula  sebesar
Rp21.554.839.236 berkurang sebesar Rp{l.404.666.999] atau
16,52%) menjadi sebesar Rp20.150.,172,237,

Anggaran Pendapatan Transféer Antar Daerah harus disesuaikan jumlah
alokasinve dengan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 900.1.14.3/621/ Sekrt/BPEAD /2025 tanggal 18
September 2025 perithal Penyampaian Pagu Bag Hasil Pajak Prov Pada
APBD-P Prov Sumbar TA 2025 dimana jumlah alokasi Belanja Bagi Hasil
Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dari Kurang
Salur Tahun 2024 Yang Akan Dibayarkan Tahun 2025 dan Belanja Bagi
Hasil Pajak Provinsi Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun
2025, yaitu:

1} Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
Rp3.813.292.278,00.

2] Pendapatan Bagi Hasll Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Rpl.567.807.220,00.

3} Pendapatan Bagi Hasil Pajgsk Bahan Bakar Kendaan Bermotor
Rp17.209,590.921,79.

4] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Tanah Rp258.587.151,00
53] Pendapatan Bagl Hasil Pajak Rokok Rp17.645.152.740,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain
Pendapatan Daerah vang Sah semula udak dianggarkan menjadi sebesar
Rpl.720.778.059 dan pendapatan daecrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 yang merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada
Pemerintah,

V1. KEBLIAKAN BELANJA DAERAH
A, Kebijjakan Umum Belanja Daerah

3

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam menganggarkan Belanja
daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah, pengenggaran terpadu, dan penganggaran  berbasis
kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap
perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik
tap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada tahun angegaran sebelumnya.

. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan
menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan vang menjadi
kewenangan dacrah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan
skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending
serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus
menganggarkan selurub program, kegiatan dan sub kegiatan vang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana maksud butir | Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menetapkan target capaian kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk
belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyvarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
sebagaimana maksud butir 3.2.2.0 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 15 Tahun 2024,

5, Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah

B.

Daerah Kabupaten Pasaman memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung
capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
maksud Pasal 4 huruf ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024.

6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yvang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019,

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar
belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4.b
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Urusan Pemerintah Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2025 yang diuraikan sesuai urusan pemerintahan Konkuren vang
menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman disajikan pada
tabel dibawah ini,
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2035 sebagai berilout:

1. Untuk mendanai penyelenggarasn urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023,

2. Disesuaikan dengan susunan organisasi vang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan schagaimana maksud Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penvediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Rpl.115.215.382.596,00, sebagaimana Tabel sebagal berikut:

Tabel.12
Belanja Daerah

JUMLAH [BERKURANG)/BERTAMBAHN
BEBELUM [Rpj SESUDAH (Rp) Ep %

1 2 a 4=332 &
BELANJA DAERAH 1210,164,973,708  1,115,215382888 (84945891113 (785
RELANJA OFERAS! $30,234,611,642  908,296,509.941  (21.938.00L7011 (2,38
Belanjs Pegaws 642,000,082, 744 | 618,757,101,273 o an AT ) 13,63
Blelanjs Bersng den Jasa 207 588,058 698 58, THE 846,932 |8,832,211,766) {3,340
Belarjn Hibal 20,646 370,200 | 30.783,561,736 | U EEENTTH-ET
Beanjn Bantuan Soaial ' ' = 3
BELANJA MODAL 121,829,131,645 ﬁﬂnm 937 | (57 045536,712)  (47.6)
Belonys Modid Tanah 80,000,000 | | TB0 000000 (1Bh.00 |
Blekarijie Mokl Peraliti dan Mesin 16,922,357 835 | 13, 1:|.3 5.5:.1 558 [1.7EB 737 357] I10.57]
Betanjis Modal Gedung dan Banguisn 47,158 253,400 _ 14, 435, 708,506 _ (1572458055 [34.24]
T g e, 1 500,428,533 17,861,951 098 TR Lt
Irigms _
Beianjs Modal Aset Teiap Ladnnys 4 B00.506,111 | 5,177 008,025 370,501,914 T84
Bebinje Moda! Aset Lomnya 1,358 505,750 1, 151316760 [#08370000) | (15.11)
BELANJA TIDAK TERDUGA 12,746,509,000 750,000,000 111,996,509,000| (94.13)
Betania Tidak Terdugs 12,736,500,000 | THOO00,000 {11,906, 508 000) 13
BELANIA TEAKSFER 145,354,831 418 143,285 377,718 3,069,543,700| [2.11)
Brianin Hagi Hasil 2771, 7RRBIE 2771, TEROIRA | I -
Helangn Hantuan Keunngan 142,581 052,500 | 139,513, 508,500 [3,068,543,700) [2.15

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagal berikut:

1.

Belanja Operasi

Penyvediaan Anggaran Belanja Operasi semula schesar
Rp30.234.511.642 berkurang sebesar Rp(21.938.001.701) atau (2,36%)
menjadi sebesar Rp908.296.509.941 dar total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek se ana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi vang tercantum pada jenis belanja:
d. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawal vang antara lain tercantum
pada:



1)

4)

S

Gaji dan Tunjangan ASN

Penvediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula
sebesar Rp408.736.371.443 berkurang sebesar
Rp(20.826.575.310) atau 15, 10)% menjadi sehesar
Rp387.909.796.133 atau 34,78% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 denpan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan
ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya,
kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai
Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai
Pemerintah  dengan Perjanjian Kega (PPPK) pada tahun
sebelumnya  sesuai  dengan kebijakan formasi PPPK  yang
ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkals, kenaikan pangkat,
tunjangan  keluarga  dan  mutasi  pegawai  dengan
memperhitungkan acress yvang besarnva maksimum 2,5% [dua
koma lima persen) dan jumlah belanja pegawal untuk gaji pokok
dan tunjangan,secbagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butr
3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan
Jaminan Kematian

a) Penvediaan anggaran Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN,
Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan
sebagal berikut:

(1) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rpl9.012.156.527,00 bertambah sehesar
RplB7.842.077,00 atau (0,99)%  menjadi  sebesar
Rpl19.199. 948 604 00, yvang diperuntukkan bagi ASN dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi
amanat ketentuan peraturan perandang-undangan, dimana
besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan ASN
scharusnyva sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan
ASN Rp531.799.733.529,00 yaitu sebesar
Rp21.271.989.341,16 atau terdapat selisih kurang sebesar
Rpl2.071.990,737,186).

Perhitungan alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

sebagal berikul: SRR ST o Sttt e 2

Ko Homponen hmtmn Anggamn [Rp) |

..... L_| Penceimaan o I el
) Bedpnja Ginji Pakol; ASN Oy 024 236.127,00 3

i l:I_E'-r].u.hj:l.L :mew KvJuH.r_;,u e e J':l'i*':u?nu :
"""""" o] Belanjn Tunjmmgan Jabatan ASN 4 208 670 71 00 |
IIIElllﬁdm]n Tuu}mgﬂnlﬁlungmanll ﬁ.’EH |.-_|5:|-_".£|_3I'§]EE'|:.?.IEIIJ-
.| o Belargs Tunjangan Fungsivnal Urum ASY 37040540 328,00 |
1} Helunjn Tambahan Penghnsilun ASN 185 142 6233 312,00 |
.3 | Jumian Pevecluan .. .531.799.733.829,00

2 (e oneran x5 ST ML
+ | amarmy e KA 43V | 9asmommsoson

e PRMNEL e e el I i

Untuk 1itu, P:mcnnta.h Daerah Kabupaten Pasaman agar
menyesuaikan besaran  alokasi anggaran untuk  luran
Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan
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Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumilah
kewajiban pembayaran luran Jaminan Keschatan bagi ASN
dimalcsud termasuk  kewajiban Tahun Anggaran
sebelumnya vyang belum  direalisasikan kepada Badan
Penvelenggara Jaminan  Sosial  (BRIS)  Keschatan
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penvelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menterni Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Turan
Jaminan Kesehatan bagl Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan
butir 3.4.1.1.1.¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

{2] Belamja  luran Jaminan Kesehatan bag DPRD semuls
sebesar Rp68.017.056,00 bertambah sebesar
RpH.835.288,00 atau 10,05% menjadi sehesar
Rp74.852.644,00, yvang diperuntukkan bagi Pimpinan dan
Anggpota DPRD  dalarmm Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, belum memenuhi amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan, dimana besaran alokasi
anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD seharusnya
sebesar 4% dari jumlah belanja gaji tunjangan Pimpinan
dan anggota DPRD Rp2.108.058.039.00 yaitu scbesar
RpB84.323 331 .56,00 atau terdapat selisih kurang sebesar
Rp(9.469.677,56|.

Perhitungan alokasi Belanja [uran Jaminan Kesehatan DPRD

sebagai berikut: N
Mo | l{nmpunun I'-urhﬂl:n.nlln I nupﬂnl;llﬂ |
1 Prueromanm i ‘
§ W Belanju Llang Heprruntam PRI VAT i THE 108 48] ui:llu
1" bl Belanja Tunjangan Kelusrgs DPRD Eur"ﬁlﬁ"ifﬁﬁij"
e B;Iﬁ;lju J'-LHJ-IITLEIII'! dabmian PR - 1.134.205. 272 nu
s !-'lhnlun Tunjangan .'|.'IB|I hvi:-:-.r.:gkapm DPRI:I “ TR0 G500 1 S50, I]IJ
" la o T —— Kelenghapan Lamnya 23.823,613,00
_-;| - Ju.milhh-u-r}mnn ............... :mimuﬁau.éa
4 ﬁﬂm !El-ndtju-n J-undm_ ; Kesehatan DPRD A A
T L. BleseTIse

Untuk itu, Pemerintah Dae:mh Kahupar.en Pasaman agar
menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk ITuran
Jaminan Kesehatan bapgi Pimpinan dan Anggota DPFRD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomar 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Reuangan dan Administratlf Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan




- 50 .

jumlah kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan
bagl Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk
kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya wvang belum
direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal
33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta
butir 3.4.1.1.1.¢, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

(3) Belanja luran Jaminan Keschatan bagi KDH /WKDH semula
sebesar Rp5.463.360,00 bertambah sebesar Rpb11.856,00
atau 11,20% menjadi sebesar Rpb.075.216,00, yang
diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD) Tahun Anggaran 2025, belum memenuhl amanat
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dimana
besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan bag
KDH/WKDH scharusnya sebesar 4% dar jumlah belana gaiji
tunjangan KDH/WKDH Rp224.112.000,00 yaitu sebesar
Rp8.964. 480,00 atau 1erdapat selisih kurang sebesar
Rp(2.520.000,00).

Perhitungan alokasi Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH sebagai berikout:

No. !nmnun Ftlh-lllll..lll Anggaran [Rp)
e e i y oo i i S
“a. Belanin Ciaji Poleoke KO/ WKDH 1" 82.700.000.00
b, Belanjn Tunjangan Keluangs KDH/WKDH T Rs 100,00
L}, Belija Tuojangan Jabman KDH/WKDH ™ 1" 95 668.574,00
| 2 | Jumlsh Penerimann 166.204.074,00
8 Dowan yacy neras Siiyickn feiths Buindie = 901|600 18 |
Ry semmany
B sTasaRs

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar
menyesunikan besaran alokasi anggaran untuk JTuran
Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan
jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
bagi KDH/WEKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun
Anggaran secbelumnya yang belum direalisasikan kepada
BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden
Nomor B2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun
2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2020 butir 3.4.1.1.1.d, serta butir 3.4.1.1,1.¢. Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

b) Penyedizan anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bag ASN,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai
berikut:
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(1) Belanja [uran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian vang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan
Peraturan Daergh Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

[a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
sebesar Rp594.576.504.00 bertambah sebesar
Rp20.480.92800 atau 3,494% menjadi sebesar
Rp615.057 432 00; dan

|b) Belanja luran Jaminan Kematian ASN semula scbesar
Rpl.784.492.748.00 bertambah sebesar
REp51.879.572.00 atau 291% menjadi  sebesar
Rpl.836,372.320,00;

belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Belanja [uran
Jaminan Kecelaksan Kerja dan Jaminan Kematian vang
diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, vaitu
0.29% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji
pokok sehesar Rp290.924.236.127.00 atau terdapat
selisih kurang Rp(83,160.734,70).

{b) Belanje luran Jaminan Kematian ASN, vaitu 0,72% (nol
koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok sebesar
Rp2G0.924.236,127,00 atau terdapat sclisih kurang
Rp(258.282.180,11).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus
menyvesuaikan besaran alokasi anggaran untuk luran
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayvat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pepawai
Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara, dan butir
3.4.1.1,1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024,

(2) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
vang diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1etap sebesar
Rpl. 608 7TH8R dan

[b] Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar
Rp4.826.304:

changpgarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024,
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(3) Belanja luran Jamman Kecelaksan Kerja dan Jaminan
Kematian vang diperuntukkan bagi KDH/WEKDH dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan
pada:

|a} Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WEKDH
semula sebesar Rp112.320 bertambah sebesar Rp35.680
atau (31,77%) menjadi sebesar Rp 148.000.

(b) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH semula
zsebesar Rp336.960 bertambah sebesar Rpl03.040 atau
(30,58%) menjadi sebesar Rp440.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59
Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015,
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

¢) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayvanan
keschatan di  |luar cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh BRJS Keschatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah  sebesar Rp250.000.000,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kobupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan

(2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar Rp0,00
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubshan APBD Tahun Anggaran 2025,

agar dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu] tahun, termasuk keluarga 1 ([satu)
istrifsuami dan 2 (dua) anak, diangparkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

{2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanvak 1 (satu)] kali
dalam 1 (satu] tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD wyang secara fungsional terkait sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di
dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat,
Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten,/Kota atau Rumah
Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 1 Tahun 2023, budr 3.4.1.2.2.5.10)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
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2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807 /8]
tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap
Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratf
Pimpinan dan Anggota DPRED dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar
menganggarkan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023, butir 3.4.1.2.2.b{10] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31 /7807 /5J tanggal 2
November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi
Substansi Peraturan Pemerintah Nomoer 1B Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DFRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional.

Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
ASN semula sebesar Rpl.500.000.000,00 berkurang sebesar
Rpl.500.000.000,00 atau 100,00% menjadi 0,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Untuk itu, Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman apar menganggarkan Belanja luran
Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakvat ASN dimaksud
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Raloat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat,
butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
648/4710/8J tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan
Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran
Giaji Pegawal Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah:

a) Penyedisan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
semula sebesar Rpl2.566.578.852 berkurang sebesar
Rp{222,655.354) atau (1.77%) menjadi sebesar
Rp12.343.923.498 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uasng Representasi DPRD  semula sebesar
Rp777.608,881 bertambah sebesar Rp4.500.000 atau
0,58% mejadi sebesar Rp782.198.881 dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
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2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1| Tahun 2023.

(2] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula sebesar
Rpl.127.205.272 bertambah sebesar Rp7.000.000 atau
(,62% menjadi scbesar Rpl.134.205.272 dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenohi amanat Pasal
6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 1 Tahun 2023 scbesar 145% (seratus empat puluh
lima persen) dar uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus
mempertahankan secara terus menerus dan konsisten
dalam mengalokasilkkan anggaran untuk Belanja Tunjangan
Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima
persen) dar uang representasi sebagaimana maksud Pasal
6 Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 1 Tahun 2023.

(3} Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rpl105.201.800 herkurang sebesar Rp{4.600.000) menjadi
sebesar RplO0.601.B00 dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daecrahh Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannva
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan  rasionalitas  dalam
penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023,

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi I[ntensil Pimpinan dan
Anggota DPRD  tetap sebessr Rp2.659.000.000 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diangparkan
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
tentang Ferubahan APBD» Tahun Anggaran 2025
schagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal &
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerab
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional.

(5) Belanja  Tunjangan Reses DPRD  tetap  sebesar
Rp626.072.727, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman ientangPerubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 scbagaimana maksud Pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimansa
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Pasal 7 Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2017.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD
vang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD tetap schesar
Rpl.B01.B48.181 dan
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ib) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar
RpS5.160.012.727 berkurang sebesar Rp{248.290.942,00)
atau (4,81%) menjadi sebesar Rp4.911.721.785,0{,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan  Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Angpgaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran,
kepatutan, penghematan dan  rasionalitas  dalam
penggunaan anggaran dimaksud sesual dengen ketentuan

peraturan perundang-undangan, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 sebapgaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menter
Dalam Negen Nomor 62 Tahun 2017,

Selanjuinya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga sctempat
yvang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan ramah
negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2]
Peraturan Pemermntah Nomor 18 Tahun 2017 schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kera
Pemerintahan Daerah, sebapgaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menternn Dalam Negen
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b] Penyediaan anggaran Belanja Dane Operasional Pimpinan
DPED tetap sebesar Rp772.224.000, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, dianggrakan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabuparten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang
kegiatan operasional vang berkaitan dengan representasi,
pelayanan, dan kebutuban lain  guna melancarkan
pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-
hari sesuar dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak
digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau
golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas
manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana
maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor | Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017,

Pemerintah Kabupaten Pasaman agar menganggarkan dan
melaksanakan belanja gaji dan tunjangan DPRD sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan
penghitungan pengelompokkan kemampuan keuangan
daerah secara cermat sesual ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5] Belanja Penerimaan Lainnva Kepala Daerah dan Waldl Kepala
Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WEKDH
tetap sebesar Rp400.000.000 dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
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Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan
besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal Y ayat (4]
huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
vang menegaskan bahwa biava penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asl
Daerah di atas 50 milyar s/d 150 milyar dialokasikan yaimu paling
rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar (L 40%
dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang APBD Tahun Anggaran 2025,

Selanjutnya, penggunaan anggaran Belanja Dana Operasional
KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Tambahan Penghasilan Pegawal (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula
sehesar Rpl191.099.770.868 berkurang sebesar Rp(5.957.148.655)
atau (3,129%) menjadi sebesar Rpl85.142,622.213 atau 16,60%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, yvang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja
sebagal berikut:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula
sehesar Rp4.860.733.846 berkurang sebesar Rp(272.926.280)
atau [5,61%) menjadi sebesar Rp4.587.807.566.

b} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
semula scbesar REpd86.140.9%2 bertambah sebesar
Rp32.250 615 atau 6,64% menjadi sebesar Rp518.400.607.

¢} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaasn Profesi ASN
semula sebesar Rp4.135.411.538 berkurang schesar Rp-
|706.874.038) atau {17.09%) menjadi sebesar
Rp3.428.537.500,

d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
semula sebesar Rp6B.449.989.167 berkurang sebesar
Rp{6.080.433.396) atau (B,88%) menjadi sebesar
Rpb2.369.555.771.

Dapat dianggarken dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggarat dengan
berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman mengajukan permochonan persetujuan TPP
ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

(1} terdapat kenaikan besaran nominal vang diterima oleh ASN
sctiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggeran dibandingkan
dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;

{2} besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD
pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

{3) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib
didasarkan pada kertaz kerja dan evidence yang memadai
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serta diinput dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi
Analisa Jabatan (SIMONA); dan

4] pengajuan permohonan persetujuan TPP ASNharus sesuai
dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran
yvang tertuang dalam Peraturan Daersh Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235,

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan
rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi
dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 hurul a, huruf b
dan huruof ¢ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir
3.4.1.1.2.1.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,

¢] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektl
Lainnya ASN semula sebesar Rpl13.167.495.325 bertambah
sebesar Rpl.070.825.444 atau (0,95%) menjadi sebesar
Rpl14.238.320.769 dard total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasamantentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang antara lain
dinraikan ke dalam rincian objek belanja antara lain :

(1} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Dacrah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT] semula
sebesar Rp3B2.850.325 bertambah sebesar
Rp270.000.000 atau (70,52%) menjadi sebesar
Rp652.850.323.

(2} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB| tetap
sebesar Rp200.000.000,

(3} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan FPajak
Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BENKB) tetap sebesar Rp200.000,000,

4] Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD tetap
schesar Rpl 10.983.435.000.

{51 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) semula sebesar
Rpl.013.432.000 bertambah sebesar Rp781.030.000 atau
(77,07%) menjadi sebesar Rpl.794.462.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Angparan 2025 dengan berpedoman pada:

(1) Pasal & ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah untuk insentil pajak daerah dan
retribusi daerah.

Selanjuinya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daersh, dan
Turgangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus
yvang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui
DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada
pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan
Barang Milik Daecrah serta honorarium vang diamanatkan
dalam  kKetentuan peraturan perundang-undangan,
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schagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.£5) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak
daerah dan retribusi daerah hanva dapat diberikan
kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila
terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan
retribusi  daerah  serta  dalam  pelaksanaannya
berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan
gerta karakteristik dan kondisi objektil dasrah.

(2] Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat [5) Peraturan
Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019, Selanjutnya,
honorarium  tetap memperhatikan prinsip  efisiensi,
efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga
satuan vang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek teknis peénganggaran, penganggaran
Tambahan Penghasilan berdasarkan  Pertimbangan
Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek
belanja sebagaimana maksud Keputusan Menter: Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024,

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp267.588.058.698 berkurang sebesar Rp{B.B32.211.766) atau
(3,30%%) menjadi sebesar Rp258.755.8456.932 dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk
pengadasn barang/jasa yang nilai manfaatnva kurang dari 12 {dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepads masvarskat/pihak lain dealam rangka melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian Sasaran prioritas daerah yang tercantum  dalam
RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah [RPD] pada SKPD terkait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiens:, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggaran sebagnimana maksud Pasal 3 avat
(1} dan Pasal 3% Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan
butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024.

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyedizan anggaran Belanja Barang semula scbesar
Rp40.869.157.539 bertambah scbesar Rp4.496.439.736 atau
11,00% menjadi sebesar Rpd45.365.597.295 dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupatén Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yvang diuraikan
ke dalam rincian objek belanja;

a] Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Ep40.446.187,.559 bertambah sebesar Rp4.573.159.736 atau
11,31% menjaci sebesar Rp45.019.347,295 dari total belanja

daerah dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
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Anggaran 2025, yvang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula
sebesar Rp7.140.714.625 bertambah sebesar
Rp(2.307.154.802] atau (32,31%) menjadi sebesar
Rp4.833.559.823.

(2] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kKantor-Alat Tulis
Kantor semula sebesar Rpl.300.258.652 berkurang
sebesar Rp{24.318.431) atau (1,87%) menjadi sebesar
Rpl.275.940.221,

(3} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
semula sebesar Rp2.757.602.826 berkurang sebhesar
Rpi311.632.693) atau (11,30)% nmenjadi sebesar
Rp6.861.998.174,47.

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rp299.004.000 berkurang sebesar
Rp{57.146.000) atau 19,11% menjadi sebesar
Rp241.858.000.

{53) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula sebesar
Rp216.697.000 berkurang sebesar Rp(84.060.000) atau
(38,79)% menjadi sebesar Rpl132.637.000,

(6) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rpb.910.466.178
bertambali sebesar Rpl.515.823.406 atau 21.94%
menjadi sebesar Rpl. 426,289 584,

(7} Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula
sebesar Rp4.023.644.197 bertambah sebesar
Rp40.316.076 atan 1,00%: menjadi sehesar
Rp4.063.960.273,

(8B} Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sehesar
Rp2.895.578.250 bertambah scbhesar Rp283.457.500 atau
0, 79% menjadi sebesar Rpd.179.035.750.

Penvediaan angiaran yang tercanturh pada:

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
semula  sebesar  Rp4.705.590.928  bertambah  secbesar
Rp6.963.900.902  atau 147,99% menjadi  sebesar
Rpl11.669.491.830.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan
daerah guna mencapai target kinerja vang ditetapkan
berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam
RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah [RPD) dan dijabarkan
dalam RKPD, sebapaimana maksud butir 3.4.1.2.1.h, butir
34.1.2.1.c, butr 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 serta
dalam pelaksanaannya letap memperhatikan aspek cfisicnsi
scria penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan
dengan  kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan
sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tehun 2019.Pengadaan belanja barang untuk
dijual/diserahkan kepada masyvarakat/pihak ketiga/pihak
lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang




- By -

akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
ditambah belanja yang  terkait I.angsung deng:an
pengadaan [ pembangunan sampai stap
diserahkan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

¢} Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat semula schesar
Rp2.596.187.999 berkurang sebesar Rpi434.037.999) atau
(16,72%) menjadi Rp2.162.150.000,00 dari total belanja
daerah dalam Rancangan Feraturan Daerah Rabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggmran 2025,
vang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain{Masyarakat semula sebesar Rp2.596.187.999
berkurang sebesar Rp(434.037.999) atau (16,72%)
menjadi sebesar Rp2.162.150.000 dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang hanva
diuraikan ke dalam sub rincian objek :

fa) Belanja Hadigh yang Bersifat Perlombaan semula
sebesar Rp766.050.000  berkurang  sebesar
Rp(192.900.000) amu (25,18%) menjadi sebesar
Rp573.150.000,

{b) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
semula sebesar Rpl.830.137.999 berkurang sebesar
Rp({l1.360,137.994) atau (74,32%) menjadi sebesar
Rp470.000.000.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tehun Anggaran 2025
dengan memperhatikan  asas  kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan cicktivitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah
guna mencapal target kinerja yang ditetapkan berdasarkan
visi dan misl Kepala daerah yang tertuang dalam RPIMD/RPD
dan dijabarkan dalam RKFD, sebagaimanamalksud butir
d.4.1.2.5.¢ dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggasran Belanja Uang yvang
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyvarakat dimaksud
diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman untuk pelaksansan pembangunan
proyek strategis nasional dan non provek strategis nasional
sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang
untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar
memperhatikan;

(1] bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian
target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan
dijabarkan dalam RKPD;

(2] tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan
bantuan sosial;
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(3) data dan informasi vang telah diverifikasi oleh SKPD terkait
bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan

(4] usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan
oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon
DETIETIINA;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5d Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Jasa

Penyediaan  anggaran Belamja  Jasa  semula — sebesar
Rp82.624.796.615 bertambah sebesar Rpd.657.981.446 atay
5,64% menjadi sebesar RpB7.2B2.778.061 dar total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a| Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rpd44.987.547.906
bertambah sebesar Rp4.079.546.454 atau 9.07% menjadi
schesar Rp49.067.094.360 atau 4.40% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarmum Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa  Acara, dan  Panitia semula  sebesar
Rpl.500.592.000 bertambah sebesar Rpl48,126.500 atau
9,87 menjadi sebesar Rpl.648.718.500,

{2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan semula schbesar Rp682.225.200
bertammbah sebesar Rpl0.435.000 atau 1,53% menjadi
sebesar Rp692.660.200.

i3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar
Rp3.712.940.000 berkurang scbesar Rp(94.645.000) atau
(2,59%) menjadi sebesar Rp3.618.205,000.

[4) Belanja .Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar
Rp4.698,300.000 berkurang scbesar Rp(202.000.000) atau
(4,30%) menjadi sebesar Rp4.496.300.000.

{3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula secbesar
Rp3d.712.940.000 berkurang sebesar Rp|{94.645.000) atau
[2,55%) menjadi sebesar Rp3.618.295.000.

(6} Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana
Umum semula sebesar RpH63.450.000 berkurang sebesar
Rp(86.550.000| atau  (13,05%) menjadi sebesar
Rp576.900.000,

(7} Belanja Jasa Tenaga Ketenieraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp1.030.800.000
berkurang sebesar Rp-13.680.000 atau {1,33%) menjadi
sebesar Rpl.017.120.000.

(8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan semula sebesar Rp357.000.000 berkurang
sebesar Rp(76.358.500) atau (21,39%) menjadi sebesar
Rp280.641,500.

(9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar
Rp5.208.900.000 bertambah sebesar Rp2.630.150.000
atau (49,64%) menjadi sebesar Rp7.929.050.000.
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(1U) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula schesar
Rpl.045.750.000 bertambah sebesar Rpl.396.000.000
atau 133,49% menjadi sebesar Rp2.44 1,750,000,

(11} Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp4,308.300.000
bertambah sebesar Rp698.444.000 atau (16,21%) menjadi
schesar Rp5.006.744,000.

(12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar
Rp3.768.254.090 berkurang schesar Rp{2.235.128.090)
atau (59,31%) menjadi sebesar Rp1.533,126.000.

(13) Belanja Lembur semula sebesar Rp74.831.000 berkurang
sebesar Rp-42.028.500 atau (56,16%) menjadi sebesar
Rp32.802.500.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubashan APBD Tahun
Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan
sub kegiatan sesual dengen kebutuhan dan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja sub kegiatan dimaksud seria standar harga satuan
vang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebsgaimana maksud
Pasal 3 avat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019,

Selanjuinya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadann jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang
diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN  berdasarkan
keahlian/profesi secara spesifik vang dituangkan dalam
perjanjian/penugasan  dan  besarannya  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai
imbalan vang diberikan kepada pihak lain atas pemberian
layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa
lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Belanja Turan Jaminan /Asuransi semula sebesar
Rp35.919.521.709 bertambah sebesar Rp734.231.992 atau
2,04% menjadi sebesar Rp36.653.753.701 dari total belanja
daecrah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggarsn 20235,
yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja

|1) Dalam ranglka mewujudkan Universal Health Coverage [UHC)
vang tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat semula sebesar
Rp34.499.999.010,00 menjadi sebesar
Rp35.227.672.002,00 bertambah sebesar Rp727.672.992,00
atau 2.11% dari Anggaran belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 vang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja

(a) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagl Peserta PEBPU dan
BP Kelazs 3 semula sebesar Rp22.439.720.800,00
bertambah sebesar Rpl2.777.800.802,00 atau menjadi
scbesar Rp33.217.521.602,00.
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(b) Belanja Bantuan [uran Jaminan Keschatan bagi Peserta
PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rpl2.050,127.810
berkurang sebesar Rp{12.050.127.810) atau (100%)
menjadi sebesar Rp0,00,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 20235 dalam rangka menjamin keberlangsungan
dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layvanan
Kesehatan sesual kapasitas fiskal daerah dan schesar
kebutuhan Penerima Bantuan luran (PBI) jaminan
kesehatan dan menganggarkan pembayatan bantuan iuran
bagi penduduk vang mendaftar secara mandiri dengan
manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas I untuk
pembiayaan 1 (satu} tahun anggaran yang dianggarkan
pada SKPD yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan pemberi pelayvanan  kesehatan,
sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.1.2.cc}] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

SBelanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai
minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total
penduduk pada tehun 2024 sebagaimana telah
diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023
tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024,
Permnerintah Daerzah Kabupaten Pasamanuntuk
menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk vang
didaftarkan oleh Pemerintah Daeralh Kabupaten Pasaman
dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas Tl
selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan
PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah
dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan
Bukan Pckerja (BP] Pemerintah Daerah dengan BPJS
Kesehatan guna terselenggaranyva jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk dan tidak melakukan realolasi atas
penganggaran JEKN dan menganggarkan kerja sama dalam
pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP
dengan BPJS Kesehatan untuk 12 [dua belas) bulan
sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2024,
butir 3.4.1.2,2.b.6).glLampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor & Tahun
2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan.

Berkaitan dengan  hal tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman tidak diperkenankan mengelola sendiri
[sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat vang sama dengan JKN, tcrmasuk
mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan
skema di luar program JKN [skema ganda), sebagaimana
maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2L.8)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Selanjutnya, dalam hal Pemerintahh Daerah Kabupaten
Pasaman memiliki tunggakan atas luran Wajib (IW) bagi
peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa
dan Perangkat Desa (KP Desal, kontribusi iuran bagi peserta
PBl, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran
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PBPU/BP dan bantuan iuran PEPU mandiri tahun anggaran
sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi
peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa,
kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah
Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU
mandin dimaksud dalam Peramuran Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
sebagaimana maksud butir 3.4,1.2.2.b.6)f] Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

(2

Penyvediaan anggaran yang tercantum pada;

|a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
semula sebesar Rpl63.405.059 bertambah sebesar
Rp5.890.500 atau 3,60% menjadi sebesar
Rplo. 295,555,

b} Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN scmula
sebesar Rp240.568.040 bertambah sebesar Rpb6s.500
atau 0,28% menjadi sebesar Rp241.536.540,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tabhun
Anggaran 2025 bagl pekerja/pegawal yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
Dacrah (PNPNSD) vang dipekerjakan melalui perjanjian
kerja/kontrak sebagal perlindungan kesehatan,
perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan
cacat, serta scbagal perlindungan atas risiko kematian
sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1),butir
3.4.1,2.2.b,11) dan butir 3.4.1.2.2.b.13) Lampiran Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

[3) Penyediaan anggaran yvang tercantum pada:

{al Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja
Rentan tetap sebesar Rp92.500.000.

[b] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan
tetap sebesar Rph2.900.000,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Persturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan jaminan
sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004, Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2011,
Peraturan Presiden MNomor 109 Tabun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana
maksud butir 5.3.6.a.9), butir 5.3.6.a.10), butr 5.3.6.a.11)
dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 15 Tahun 2024,

¢} Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

i1} Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rpl.227.315.000 berkurang scbesar Rp(289.915.000) atau
(23,63%) menjadi scbesar Rp937.400.000 yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
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{a} Belanja  Alat Bantu Lainnya semula  scbhesar
Rp921.750.000 berkurang sebesar Rp(195.250.000)] atau
(21,18%) menjadi sebesar Rp90.000.000,00.

|b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rp183,950,000 berkurang sebesar
Rp(31.150.000) atau (16,93%) menjadi sebesar
Rp152.800.000,

ic) Belanja Sewa kKendarman Bermotor Angkutan Barang
tetap scbesar Rpl6.000.000,

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp69.932.000 berkurang sebesar Rp(7.432.000] atau
{10,63%) menjadi sebesar Rp62.5300.000 vang antars lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:

{a] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp3l.032.000 bertambah sebesar
Ep(17.032.000) atau [59,89%) menjadi  sebhesar
Rp14.000,000.

{b) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan semula sebesar
RplB8.000,00 bertambah sebesar Rpl0.500.000 atau
58,32% menjadi sebesar Rp28.500.000.

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp220.550.000 berkurang sebesar Rpl14.250.000) atau
(6,46%) menjadi sebesar Rp206.300.000.

Dapat dianggarken dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nvata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik
daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek ecfektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisih lebih dar efisiensi penyvediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jeniz Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah vang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta
ketersediaan barang millk daerah yang ada. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah denpgan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tabhun 2020, Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 19 Tahun 2016scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Kursus/Pelatthan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rpl99.930.000
bertambabh sebesar Rpl35.800.000 amtau [(77,93%) menjadi
sebesar Rpd55.730.000 dar total belanja dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub
rnncian objek belanja antara lain: Belanja Bimbingan Teknis
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semula schesar Rplol.650.000  bertambah schesar
Rpl142.530.000 atau {84,52%) menjadi sebesar Rp311.200.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 20235 dalam rangka peningkatan kompetensi melahu
pendidikan danpelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan
pimpinan tinggi, jabatanadministrasi, jabatan fungsional),
Pimpinan danAnggota DFRD, serta unsur lainmva vang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara
selektif, efisicnsidan efektivites penggunaan anggarandacrah
serta tertib angparan danadministrasi dengan memperhatikan
aspekurgensi, kualitas penyelenggaraan, muatansubstansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayananpenvelenggara scrta manfaat vang akandiperoleh
bagi pejabat daerah danstaf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan
AngpotaDPRD, serta wunsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.21.2), butir 3.4.1.2,2.3) dan
butir 3.4.1.2.2{.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 15 Tahun 2024,

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rpl.707.648.274,00,
yang diuraikan atas:

(1) Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD Rpl.771.940.150,00.

{2) Sub  kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Rp210.000,000,00

Dapat diangegarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewsn Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagammana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggola
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir

3.4.1.2.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024,

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnyva  tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
sangat dibatasi dan dilakukan secara sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek-aspek urgenst, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat
vang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau scjenisnya guna efektivitas penggunaan
anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan
dan  pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi
kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM  Aparatur
atau  sejenisnya di  luar wilayah Kabupaten/Kota vyang
bersangkutan kecuali penyelenggaraannya dilakukan secara
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selektif dan terdapat kebutuhan atau terbatasnva kapasitas
sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang
kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.1.2]b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjuitnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan
teknologi  informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan
penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur{seminar/ workshop/
kursus/ lokakarva/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan
dan pelatihan] atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara
virtual maupun hybrd, sebagaamana maksud butir 3.4.1.2.2.1.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp8.232.987.640
berkurang sebesar Rp(3.570.256.135] atau (43.37%) menjadi
sebesar Rp4.662.731.505 dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kkabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235, vang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp3.782.520,000 berkurang sebesar Rp(727.061.300} atau
(19,22%) menjadi sebesar Rp3.055.458,700 vang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

() Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alal Besar Darat-Alat
Besar Darat Lainnva semula sebesar Rpd451.000.000
berkurang sebesar Rp|97.500.000] atau (21,62%)
menjadi sebesar Rp353.500,000.

{b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
semula sebesar Rp2.204.5300.000 berkurang sebesar
Rp(222.500.000) atau (10.09%) menjadi sebesar
Rpl.982.000.000.

{c) Belanja Pemeliharaan Alat Anghkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
semula  schesar Rp294.000.000 berkurang  sebesar
Rp(262.200,000) atau (89,18%) menjadi sebesar
Rp31.800.000.

(d) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula sebesar
Rpl31.000.000 berkurang sebesar Rp{24.500.000] atau
{18,70%) menjadi sebesar Rp106.500.000.

{e} Belanja  Pemeliharaan  Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer semula sebesar Rp99.910.000
bertambah sebesar Rp14.098.700 atau 14,11% menjadi
schesar Rpl14.008.700.

[2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula
sebesar Rpl.180.864.640 berkurang sebesar
Rp{230.627.433) atau (19, 53%) menjadi sebesar
Rp950.237.205 dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, vang antara lain diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula
sebesar Epl.1B0.B64.640 berkurang sebesar
Rp{230.627.435) atau 19,53%) menjadi sebesar
Rp950.237.205.
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(3] Belama Pemebharaan Jalan, Jaringan, dan Ingasi semula
sebesar Rp3.269.603.000 berkurang sehesar
Rp(2.612.567_400) atanu [79,90%:) menjadi sehesar
Rpb57.035.600 dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan
pada sub rincian objek belanja :

(a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
Pengaman Sungal /Pantal dan Penanggulangan Bencana
Alam-Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan
Penanggpulangan Bencana Alam semula sebesar Rp0,00
bertambah sebesar Rp149.932.000 atau {100%) menjadi
schesar Rpl149.932.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 vang berada dalam penguasaan pengelola
barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang
berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal Barang  Milik  Daergh, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran s=erta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masimg kegiatan schagaimana maksud
Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
20149,

Selanjutnys, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna
barang berpedoman pada:

(a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Dacrah
sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024; dan

(b) standar kebutuhan dan/atau standar harga
pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung
atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan
sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp37.544.921.956
berkurang sebesar Rp{15.767.668.183) atau (42,00%) menjadi
sebesar Rp21.777.253.773 dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang diuraikan ke
dalam rincian objek belanja:

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula  schesar
Rp37.544.921.956 herkurang sebesar Rp(15.767.668.183) atau
(42,00%) menjadi sebesar Rp21.777.253.773 vang diuraikan ke
dalam sub rincian objek belanja:
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(a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar
Rp22.703.333.800 berkurang sebesar Rp(7.623.668,033)
atan {33.58%) menjadi sebesar Rp15.079.665.773.

(b} Belanja Perjalanan Dinas Tetap semula sebesar
Rpl.626.500.000 berkurang sebesar Rp(1.423.730.000)
atau (B7,53%) menjadi sebesar Rp202.770.000,00.

ic} Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar
Rp11.627.678.150 berkurang sebesar Rp(5.842.910.150)
atay {50,25%) menjadi sebesar RpS. 784 768.000.

id) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam EKota
semula sebesar Rp641.196.000 berkurang sebesar
Rp(209.646.000) atau (32,70%) menjadi sebesar
Rp431.550.000.

(e} Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota semula
sehesar Hp946.214.000 berkurang sebesar
Rp(607.714.000) atau (70,57%) menjadi sebesar
Rp278.500.000,

Penyvediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota dipunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya vang
dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah
penvelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah
penyelenggara maupun vang dilaksanakan Pemerintah Daerah
penvelengrara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan
biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Dasrah
peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.4.6) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Selanjutnyva, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meefing Luar Kota digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya
vang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah
penvelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah
Daerah peseria dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir
3.4.1.2.4.4.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
15 Tahun 2024,

Distribusi Belanja Perjalanan Dinas pada setiap SKPD dalam
Perda APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perda
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai
berikut:

Tabel 13
Distribusi Belanja Perjalanan Dinas Setiap SKPD Tahun 2025
Porsi Belanjs
Parjndin
BHPD APBD 2025 mm“ Selinih SKPD Thd.
Total Balanjs
| R TIET a 4 §=4.3 ]
BEADAN EEMECAWN ALAM [l b X
PERGEMBANGAN SUMAER DaY 4
| MANLIEIA A0S 4000000 | 200,085 000.00 | 19,0085 00000} | 1.01%
i EESATUAN BANGSEA DAN POLITI B3SO ik 0l | 418 040 00000 {107,110, 00k00) | 1,81 %
| MADAN KEUANGAN DAERAN [AATIRAO00.00 | 451 100,000.00 | (117.915,000.00) | T
BSATpA N PENANCHIULANGAN BENCANA
PR e S e i . 319, 180000 4 | 407,840, 000.00 | {7, 500, O O | (55 |
BADAN PERESCANAAN PEMOASGUNAN
[ DASRAH. ' : 882 G%) 000,00 | AT A000.00 | 44 BT0,0M00.09) | 1.09%, |
DINAS KEPENDUDLUKAN DAN
| PENCATATAN SIFIL dam EsD 000,00 | L0, 180, 0a0 [@1 245,000,050 | 047
TINAS KESEHATAN 1057 843,406 14 1,302, 705,819.00 (EIARTE 00 | 5.96% |



Perjndln
Mo, SKFD APBD 2025 ““;n';,‘“m Balisih SHPD Thd.
Tatal Belanjs
| o _ Perjadim
1| % i a 1 S=43 i &
B | DINAS KOMUNIEAS] EMU. ANFORMATIRA A5, .00 115, 343,000.00 | (5 806,000.00) 0,53
PRAR EOFERARI USAHA KECIL
B | MENMENGAH PERDACIANGAN DAN
| TENAA KERIA _ B3.075,000,00 | 474, 10,000,060 | (1285 D00.00) | 1.36%
HEAS
[0 | PARTEISATA PEMUDAN, OLAHKAGA TAN
| KEBLDAYAAN il 44 094 000,01 | T34, 835,754 06 | 32,125, 005.00] 1.0
|7 | DENAS PERERJAAN UMUS DAN PENATA
| RUANDAN Lok 1 5000,00 | 2, S O0,00 | [E1,9000H0,00] 1,305 |
12 | piwas PEMBEEDAVAAN !H"'JSIH TOULA0,000.00 J6ES06.000.00 | {39, 035,000.00) 160
r_m:q.s P'EMH.I.H:DM"&.I.F-
jq | PEREMPUAN.PERLINUTINAN
ANAK PENGENBALIAN PENDUDUK TAN
KELUARCIA BERENCANA AABIE 00000 2034A20,000.00 | 495,995,000.00 | 5.38%
(4 DINAS PENANAMAN MODAL FEIAVANAN
| TERPADL SATU FINTU 243, 0R0.OTHLIRD 8398000000 | |36.290,000.00] | 0435 |
% Dinas PENDIDIKAN LOGT G580 547,784,000.00 | |39.246,000.00] | LEI |
1 DINAS PERIKANAN DN PANCAN LB% EH0.00 | T4 20,000.00 | (32, 110,000.00] | et |
L 1T PERPUSTAKAAN DAN KEARBIPAN ITTAI5000.00 | 13928000000 | BTIOCO00G | DA
I8 | piNAS PERTANIAN _G16,555,000.0d |  30-4A5,000.00 | AL usoom0g | 14N |
‘DiNAS PERLMAHAN RAKYAT Dan
1% KAWASAN PEMUKIMAN TERHLUDL NGAN
| DAN LINOHLNOAN HIDUR A36 2000000 BEMT.000.00 | 1177, 00000 | L3 |
H CaNAS SOSIAL LT R T T 03, 338 000,00 | (130,004.00] | 0994 |
A1 | INSPEKTORAT 2,586,580,000.00  1,368370,000,00 | {70, 00000) | AEM |
43 | KECAMATAX BOKJOL | 3%, 50,0040 00 37.400,000.00 | = 03T |
£ ..HE.L!'!H-'.-‘€='§'~_I1'-«.-.‘*.H!3_"‘4_ B4,450.000.00 L5, TO0.000.00 | = .07
L 4% MECAMATAN LUBUK SIKAMNG 0T T30, 00 0 37 540,000.00 | [2,640,000.00) 0.1,
35 | KECAMATAN MAPAT TUNGGUL 1 96, 145,000.00 30 030,000.00 - 0.14% |
| KECAMATAN MAPAT TUNGGUL BELATAN 100,535 a0ikod | a4 030, 000,00 | {3,000, 000 00) | 0.23%
17| KECAMATAN PADANG GELUOUR T7.660,000.00 | 17 60, 00000 | - 0,08, |
I8 | KECAMATAN PANTI L1 80, 000,00 | 35.280,00000 | 4, 50000000 | 0.16% |
| KECAMATAN RAD 95, 20000000 | F4o4 10,000.00 | 16,845, 0040.00) | Q.07 |
M| KECAMATAN RAG SELATAN T3 260 00000 | 18 600,000.00 | —d 0.0y |
A1 | KECAMATAN RAC UTARA B4, 200,00 44 340,000.00 | {225 00.00) | 031
32 | KECAMATAN SIMPATI L12,170.000.00 | 4onSanopoon | e 0.21% |
33 | KECAMATAN TIGN NACAR 135, 550,000,040 IRAAROO00 | (683500000} | 0.10% |
14 SATUAN POLES PAMONG PRAIA AN
_ PEMADAM KICAAKARAN AT 3BT, Ot 178, T, 00000 | [RR OG0, D 0] | 08T |
43 | BEKRETARIAT DAERAH 350,050 550.00  1.874,3B5,300.00 | 860, 700.00] | 9.0 |
| ¥ | BEKEETARIAT DPRD L3, 760800,000.00  10,183,310,000,00 | 330313000000 46, 83%, |
Grand Total _37,344,521,986.00 21, 7TT,253,772.00  3.008,585,300.00 100, 00%

B:rﬂasu:lemn tabel di atas, 5 (lima) SKPD vang memberikan
posi Belanja Pealanan Dinas terbesar sebagai berikut:

i1} Sekretariat DPRD anggaran Belanja Pejalanan Dinas semula
Rpl3.760.800.000 turun sebesar Rp[3.607.490.000)
menjadi Rpl0.153.310.000 atau 46,62% dari total Belanja
Perjalanan  Dinas: di  Perubahan APBD  sebesar
Rp21.777.253.773.

(2} Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana anggaran
Belanja Pejalanan Dinas semula Rp3.483.654.000 turun
sebesar Rp(1.449.034,.000) menjadi Rp2.034.620.000 atau
0.34% dari total Belanja Perjalanan Dinas di Perubahan
APED scbesar Rp21.777.253.773.

[3) Sekretariat  Daerah  Belanja  Pejalanan Dinas  semula
Rp3.150.153.550 turun sebesar Rp|{1.175.868.350} menjadi
Rpl.974.285.200 atau 9,07% dari total Belanja Perjalanan
Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.

(4] Dinas Kesehatan anggaran Belanja Pejalanan Dinas semula
Rp2.057.843.406 turun se¢besar Rp(755.137.587) menjadi
Rpl.302.705.819 atau 5,98% dari total Belanja Perjalanan
Dinas di Perubahan AFBD sebesar Rp21.777.253.773.
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(5} Inspektorat anggaran Belanja Pejalanan Dinas semula
Rp2.588.580.000 turun sebesar Rp(1.323.210.000) menjadi
Rpl.265.370.000 atau 35,81% dar total Belanja Perjalanan
Dinas di Perubahan APBD sebesar Rp21.777.253.773.

hamis dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta  penghematan
penggunaan anggaran dan disesualkan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud
Pasal 3 ayat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Penyediaan Belanja Pemalanan Dinas yang melebihi alokasi
awal dalam APBD Tahun 20235 bertentangan dengan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Efisiensi
Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/833/5] Tanggal 23 Februan 2025 tentang Penyesuaian
Pendapatan dan Efisiensi Belanja Dacrah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas
dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam REKPD,
KUA dan PPAS vang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas)
Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta
Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman,
penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat
puluh persen] dari total belanja deerah di luar Belanja Bag
Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa,
alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada
Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,75% [nol koma
tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah tidak
termasuk belanja paji dan tunjangan ASN pada SKPD
Inspekiorat, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagm ASN dalatn rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% ([nol
koma enam belas persen| dari total belanja daerah di luar
Belanja  Pegawai  dan Belanja  Pemeliharaan,  serta
menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan
efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan
pEngEunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas harus
dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk
kepentingan yang prioritas berkaitan dengan penvelenggaraan
pemeriniahan, serta dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas
yvang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya
untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi dan
pencapalan  kinerja  output/outcome  kegiatan  yang
dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2005.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 20253 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanasn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
Pemerintah  Kabupaten  Pasaman melalui  mekanisme
pergeseran APBD dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6
Tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran Kedua Mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2025, telah melakukan penpurangan belanja perjalanan dinas
dalam APBD TA. 2025 semula Rp37.544.921.956 menjadi
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Rpl8,769.669.473 atau berkurang sebesar RplB.775.252.483
atau 50,01%. Hal ini telah sesual dengan amanat Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025,

Pada rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pasaman Tahun
Angparan 2025, direncanakan penambahan belanja perjalanan
dinas sectelah  efisiensi  sebeésar  Rp3.007.584.300,00,
Schubungan adanya rencana penambahan pagu anggaran
belanja perjalanan dinas setelah dilakukanva elisiensi dalam
Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Penjabaran
APBD TA, 2025, dimana penambahan tersebut nominalnya
relatif besar maka penambahan tersebut harus dikurang
secara signifikan dengan mempertimbangkan ruang fiskal,
kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhatilkcan:

al aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
serta  manfaat  yang diutamakan untuk  mendukung
pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian
17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar B% (delapan persen);

bl kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anpggaran
belanja penunjang sesual target dan indikator kinerja
program, kegiatan dan subkegiatan;

¢l batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib
meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan
publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting,
penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi,
dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk
kegiatan vyang telah ditentukan, serta nomenklatur
kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah
dilakukan penandaan di SIPD-RI;

d} belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran
pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran
iuran jamman kesehatan dan pembavaran cicilan pinjamar
serta kewajiban kepada pihak ketiga,

e) Menggunakan anggaran yang sumber dananya bukan dan
pendapatan transfer,

f)] Penganggaran belanja perjalanan dinas tetap
memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Belanja Subsidi

Penvediaan anggaran Belanja Subsidi tetap sebesar RpU,00 atau
tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025,

Belanja Hibah

Penvediaan anggaran Belanja  Hibah  semula  sebesar
Rp20.646.370.200,00 bertambah sebesar Rpl0.137.191.536,00
atau 49,10% menjadi sebesar Rp30.783.561.736,00 atau 2,7%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, sebagaimana Tabel, sebagai berikut:
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Tabel 14

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Belanja Hibah R“iisﬂmum“ . r Total Betangn Dasmah af,
AnggnTan R Rp) | i N
1 2 3| 4=32 | 5 6=25 |
APBD 2022 | 14,282,775,619.00 | 13,921,619,720.00 | 97.47 | 1.054,566,626,652,00 1.‘3_5;:
APBD 2023 | 36,438,849,912.00 | 33,172,563,430.00 | 51.04 | 1,165,364,567,607.00 | 3.13 |
APED 2024 | 45,354,404,908.00 | 43,957,138.260.00 | 96.92 | 1,191,528,044,171.00 | 381 |
APBD 2025 | 20,646,370,200.00 | 17,136,189,227,00 | B3.00 1,155,368,628,754.00 1.70
_ | 75400 | 179
ELE';FE'” | 31,433,561,736.00 | 17,136,189,227,00 | 54.52 | 1,115,215,382,5096,00
Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasamian dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara
persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi
Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 schesar 4,62% dari total
belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024, lebih linggi darn
persentase belanja hibah terhadap total belanja APBD Tahun 2023
sebesar 4,03% dan lebih tinggi dan persentase belanja hibah
terhadap total belanja APBD Tahun 2022 sebesar 3,42%;,

Selain  itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran
sebelumnya, diuraikan sebagai berilour:
aj Realisasi Belanja Hibah per 30 September 2025

Rpl7.136,189,227,00 atau 54.52% dari total Belanja Hibah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2025 Rp31.433.561.736,00.

Realisasi Belanja Hibah  Tahun Anggaran 2024
Rp43.957.138.260,00 atau 96,92% dari total Belanja Hibah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang  AFBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp45.354.404.908,00.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023
Rp33.172.563.430,00 atau 91,04% dari total Belanja Hibah
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36,438.949.912,00; dan

Realisasi Belanja Hibah  Tahun  Anggaran 2022
Rpl13.921.619.729,.00 atau 97.47% dar total Belanja Hibah
dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman tentang APBD
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl14.282.775.619,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan
ke dalam objek belanja !

a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak
disnggarkan menjadi sebesar Rp11.841.408.636,00.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasvarakatan vang Berbadan Hulkum Indonesia semula
sebesar Rp9.603.517,100 berkurang sebesar Rp(3.027.217.100)
atau (31,52%) menjadi sebesar Rp6.576.300.000 atau 0,59%
dari total belanja daersh dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pazsaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yvang diuratkan ke dalam rincian objek belanja:

b)

d)

b
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(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga vang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yvang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar
Rp9.403.517.100 berkurang sebesar Rp(B.103.5317.100)
atau (86,18%) menjadi sebesar REpl.300.000.000, yang
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang
kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial wvang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan semula sebesar Rp%.403.517.100
berkurang sebesar Rp{8.103.517.100) atau (86,18%)
menjadi sebesar Rpl.300.000.000.

(2] Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar semula sebesar Rp200.000.000 berkurang sebesar
Rp(180.000.000 atau  (90,00%] menjadi sebesar
Rp20.000.000.

{3} Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyvarakatan semulatidak
dianggarkan menjadi sebesar Rp5.256_300.000, yang antara
lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan,

Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah kepada Badan,
Lembaga, Organisasi Kemasyvarakatan yang Berbadan Hukum
Indonesia Kemasyarakatan belum tercantum dalam Lampiran [
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD
Tahun Angpgaran 2023,

)

d)

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap scbesar
Rpl.101.853.100,00 atau 0,06% dan total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tenitang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintalh Nomor 1| Tshun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020,
dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negerd Nomor 15 Tahun 2024,

Belanja Hibah Dana BOSP tetap sebesar RpY9.941.000.000
bertambah sebesar Rpl2.600.000 atau 0,13% menjadi sebesar
Rp9.953.600.000 atau 0,89% dar total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Rabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara
lain tercantum pada;

(1} Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD semula sebesar
Rp5.544.600.000 bertambah sebesar Rpl2.600.000 atau
(0,23%) menjadi sebesar Rp5.557.200.000.

{2} Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesctaraan tetap sebesar
Rp4.396.400.000.
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Secara aspek teknis penganggaran, rencana Belanja Hibah yang
fercantum dalam Lampiran [l Roncangaon Peraturan Bupaii
Pasaman tentang Penjubaran Perubahan APBD Tahun Anggaren
2025 zebagian masth belum disafkan sesual ketentuan karena
helum mencantumlcan secara rinc nama, alamat dan besar alokosi
hibah yang akan diberkan kepada calon penerima dan tidak
sesuail dengan kategon entitas yang berhak menerima hibah sesual
peraturan perundang-undangan,

Untuk itu, harus dilakukan penyempurncan pada Lampiran 1T
Rancangan Peraturun Bupati Pasaman teniang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain pada:

!. Hibah Penyediaan Biaya Personil Peserta Dhdik Sekolah Dasar
bag inas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Pasaman
sebesar Rp983.700.00000. Tidak diperkenankan karena
merupakan bagian darl Organisasi Perangkat Doerah pada
Pemerintah Kabupaten Pasaman dan tidak termasuk dalam
kategon entitas yang berhak menenma hibah dari Pemerintah
Kabupalen pasarmer

2. Hibah Penyedigan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
menegah Pertama bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayoan
Kubupaten Pasaman sebesar Rp326.700.000,00. Tidak
diperkenankan karenoa merupakan bagian dar Organisast
Perangikat Doerah pada Pemerintah Kabupaten Pasaman dan
tidak termasuk dalam kategon entitas yang berhak menerima
hibah dart Pemenntah Kabupaten Pasamar

Untuk ftu, harus dilakukan penyempurnaan pada Lampiran
Il Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 2025 dengan mempedomani peraturan
perundang-undangan yang berkalu antara lain: Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
tenitang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA. 2025; dan Peraturan Bupati Pasaman
mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi hibah. Terhadap rencana
pemberian hibah yang tidak sesuai ketentuan maka harus
ditinjau ulang kembali dan disarankan untuk tidak
dianggarkan.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan REPD,
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

5] Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2043,

2. Belanja Modal

Penvediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rpl21.829.131.649
berkurang sebesar Rp{37.945.536.712) atau |47,56%) menjadi sebesar
Rp63.883.594.937 atau 5,73% dard total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daeerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 20235, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 vang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan
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sargna dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,sebagaimana
maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,

Petiganggaran belanja modal tersebut digunalkan untuk pengeluaran
vang dilalukan dalam rangka pengadaan asct tetap dan aset lainnva
yvang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 [dua
belas} bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati
batas minimal kapitalisasi aset tetap vang diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah, berwujudatan tidak berwujud, biava perolehan aset
tetap dapat dinkur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipunakansebagaimana
maksud Pasal 64 Peraturan Pemerntah Nomor 12 Tahun 2019.dan butir
3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tehun 2024,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerahyang mendukung tugas
dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yvang ada;
dan

b, standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga:

scbagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah denpgan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor ¥ Tehun 2024 dan butir 3.4.2.1 Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada;

a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp80.000.000 berkurang
sebesar Rp(80.000.000| atau (100,00%] menjadi sebesar Rp0 00 atau
0,00% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2012 tentang Biayva Operasional dan Biaya Pendukung
Penvelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yanp Bersumber Dari APBD, dan butir butir
3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun
2024,

b. Belanja  Modal Peralatan  dan Mesin semula sebesar
Rpl6.922.257 8535 berkurang sebesar Rp|1.7BB.737.297] atau
{10,57%] menjadi schesar Rpl5.133.520.558 atau 1,36% dan total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belamja Modal Alat Besar semula sebesar Rp0,00 bertambah
schesar Rp6.000.000 atau 100,00% menjadi schesar Rp6.000.000
vang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Modal Alat Bantu,

2] Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp3.000.000.000
berkurang sebesar Rp|l.730.000.000) atau {38,33%] menjaci
sebesar Rpl.250.000.000 vang hanya diuraikan ke dalam rincian
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang.

3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp3.899.032.000 berkurang sebesar Rp(734.269.500) atau
(18,83%) menjadi sebesar Rp3.164.762.500 yang antara lain
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
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da) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp4.000.000
bertambah sebesar Rp 64.461.700 atan 1.611,54% menjadi
sebesar Rp68.461.700.

b} Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Rp3.895.032.000 berkurang sebesar Rp(798.731.200] atau
{20,531%) menjadi scbesar Rpd.096.300.800 yvang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Mebel semula sebesar Rp3.618.532.000
berkurang sebesar Rp{1.045.490.200] atau (20,89%)
menjadi sebesar Rp2.573.041.800.

{2) Belanja  Modal Alat Pendingin  semula  sebesar
Rpl134.000.000 berkurang secbesar HRpl(51.188.000) atau
(38,20%) menjadi sebesar Rp&82.812.000.

4} Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula
sehesar Rp225.000.000 berkurang sebesar Rp(129.431.040) atau
(37,52%) menjadi sebesar Rp95.568.960.

3} Belanja Modal Homputer semula sebesar Rp486,.800.000
bertambah sebesar Rp318.389.400 atau 65,40% menjadi sebesar
Rp805.189.400 vang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a] Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp407.000,000
bertambah sebesar Rp264.651.800 atau 65,08% menjadi
sebesar Rp671.651.800.

b} Belanja Modal Peralatan Komputer semula  sebesar
Rp79.800.000 bertambah sebesar Rp53.737.600 atau 67,34%
menjadi sebesar Rp133.537.600.

B} Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian semula
scbesar Rp306.000.000 bertambah sebesar Rp254.300.000 atau
£3.10% menjadi sebesar Rp560.300.000.

¢. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp37.158.253.400 berkurang sebesar Rp(12.722.544.894) atau
(34,24%) menjadi sebesar Rp24.435.708.506 atau 2,19% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja  Modal Bangunan  Gedung  semula  sebesar
Rp3b.476.627.600 berkurang sebesar Rp(12,784.358.094) atau
(35,05%) menjadi sebesar Rp23.692.260.506 vyang hanya
diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula sebesar
Rp3.251.499.600 bertambah sebesar RpS358.938.877 atau
17,19% menjadi sebesar Rp3.810.438.477.

b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula sebesar
Epl19.294.584.000 berkurang sebesar Rp(10.219.708.200) atau
(32,97%) menjadi sebesar Rp9.074.875.800.

c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula
sebesar Rpl13.430.544.000 berkurang schesar
Rp(3.459,145.271) atau (25, 76%) menjadi sebesar
Rp%.971.398.729,

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingasi semula sebesar
Rp61.509.428,533 berkurang scbesar Rp(43.525.477.435) atau
(70,76%) menjadi sebesar Rpl7.983.951.098 dari total belanja daerah



- 87 -

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, vang diuraikan ke dalam
objek belanja:

) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rp>0.700.328.773 berkurang scbesar Rp{34.746.747.364) atau
(68,53%) menjadi sebesar Rpl5.953.581.409 yang diuraikan ke
dalam sub rincian obhjek belanja:

a) Belanja Modal .Jalan semula sebesar Rp39.775.4E8B.153
berkurang sebesar Rp(33.351.845.456) atau (83,85%) menjadi
sebesar Rpb.423.642.697,

b} Belanja Modal Jembatan semula sebesar Rpl0.924.840.620
berkurang sebesar Rp-1.394.901.908) atau (12,77%] menjadi
sebesar Rp9.529.938.712,

2} Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rpl(.803.099.760
berkurang sebesar Rp(9.027.324.671) atau (83,56%) menjadi
sebesar Rpl.773.775.089, yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek belanja;

d) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula sebesar
Rpo.437.807.960 berkurang sebesar Rp{#4.539.228.750) atau
(83, 17%] menjadi sebesar Rp918.579,210,

b} Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan
Penanggulangan Bencana Alam semla sebesar
Rp3.055.974.200 berkurang sebesar rp{2.560.057.121) atau
(83, 77%) menjadi sebesar Rp495.917.079,

c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula sebesar
Rp2.289.317.600 berkurang sebesar Rp{l.928.038.800) atau
(84,22%) menjadi sebesar Rp361.278.8B00,

3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp0.00 bertambah
sebesar Rp200.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000 vang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal
Instalasi Pengolahan Sampah.

4) Belanja Meodal Jaringan semula rtidak dianggarkan menjaci
sebesar Rp385,708.338,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya vang memenuhi kriteria
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi
asel sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran belamja modal diakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Perigadaan Barang Milik Daerah dirnaksud pelaksanaannya juga harus
sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor ¥ Tahun 2006, scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.h
dan butir 3.4.21 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,
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Selanjutnya, penyediaan anggaran vang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan  Kesehatan semula
Rpl1.232.000.000 bertambah sebesar Rpl.052.800.000 atan 85,45%
menjadi sebesar Rp2.284.800.000 dan

b. Belanja Modal Alat Laboraterium semula Rp0,00 bertambah sebesar
RpS8T7.700.000 menjadi sebesar Rp587.700.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peroturan Daerah Kabupaten
Pazaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfoat alat-alat
kedokleran dan laboratorium tersebut dengan hargn yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepoado masyarakat, sekaligus
tersedignya pelayanan purnapual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesudi dengan kewenangan dan
kemampuan keuarngan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel
dengan mengutamakan produk dalam negeri, Selanfutnya, penganggararn
pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (REBMD] yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanoan fugas dan fungsi SKPD serta ketersedigan
barang milk daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten  Pasaman tidak diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat
pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan
selanjutnya agar dialthkan pada program kegiatan prioritas
daerah.

Pengadaan barang milik dasrah dimaksud dalam pelaksanaannya juga
harus sesual dengan standarisasi sarana  dan  prasarana  kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeni Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisas] Sarana dan Prusarang
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 teniang Perubahan Alas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisas: Sararna
dan Prasarana Kerja Pemenntahan Daerah.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengelusran anggaran atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembaban atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnva.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga scmula sebesar
Rpl2.746.509.000 berkurang scbesar Rpl1.996,.509.000 atau (94, 12%)
menjadi sebesar Rp750.000.000 atau 0,07% dari total belanja daerah
dilam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diangparkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025secara memadail vang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan
adanya kegatan-kegiatan vyang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, sertaa
amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana
maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.
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4. Belanja Transfer

Penyediaan Anggaran Belanja Transfer semula sehesar
Epld45.354.821.418,00 berkurang sebesar Rp(3.069.543.700,00) atau
(2,11%| menjadi sebesar Rpl42.285.277.718,00 dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, vang diuraikan sebapgai berikut:

il

Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp2.771.768.918,00 atau 8,14%
dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikeluarkan
Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rancengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp34.069.675.802,32 diuraikan dengan rincian abyek:

|} Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rp2.625.940.618,00
vang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 8,06% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebesar Rp32.576.892,802,00,

2} Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa tetap sebesar Rpl45.828.300,00=
vang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil
Retribus: Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa
atau 9,77 dar total Retribusi Daerah (di luar target Retribusi
Pelayanan Keschatan) dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 sebesar Rpl.492.7T83.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pasaman belum memenuhl anggaran
untuk belanja bagi hasil Pajak Derah kepada desa/nagari,
dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten
Pasaman dimaksud harus disesuaikan alokasinya dan
dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada
Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rpl142.583.052.500,00
berkurang sebesar Rp(3.069.543.700} atau (2,15%) menjadi schesar
Epl39.513.508.800 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang
hanya diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan

Daerah Provinsi atau Kahup&t&n,"Kam kepada Desa vang diuraikan
pacda :

a) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Kabupaten/Kota ke Provinsi semula sebesar
Rp8.601.300.000,00 bertambah sebesar Rp418.550.000,00
atan 4 8B7% menjadi sebesar Rp9.019.850.000,00.

b} Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten / Kota kepada Desa semula
Rpl33.981.752.500,00 berkurang schesar
Rp(3.488.093.700) atau (2,60%) menjadi sebesar
Rp130.493.658.800,00.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa sebesar Rpl30.493.658.800,00 sudah termasuk di
dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp£9.215.249.000,00
schingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
Provinsi  atau  Kabupaten,/Kota kepacda Desa  sebesar
Rp61.278.409 800,00
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Jumlah glokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa vang
dialokasikan tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 72 avat (4)
dan ayat (6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi
Dana Desa untuk Pemerinteh Desa paling sedikit 10% dari DTU
DAL dan DBH] vang diterima oleh kabupaten,/kota vang memiliki
desa dalam Peruban APBD TA. 2025 tidak termasuk DBH-CHT,
DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasl, dan Tambahan DBH Minyak
dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH Sawit
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan sehesar Rp612.784.098 000,00  vaitu sebesar
Rpb1.278.409,800,00,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman agar terus konsisten
untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-
undangan.

D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan
Keluaran Sub Kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Belanja Modal Personal Computer Rp30.000.000,00 dan Belanja Modal
Peralatan Personal Computer Rp3.400.000,00 pada sub kegiatan
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Diindikasikan tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dan sub kegiatan dimaksud apabia ditinfau dart aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman harus memformulasikan kemball urgian belanp pada sub
kegiatan tersebut dan sub kegiatan laimnya sesual dengan target capaian
kinena yang dihgrapkan dar suatu sub kegiatan apabila ditinjau dan aspek
indikator, tolok ukur, dan target kinerjo kegiatan, sebagaimana maksud Pasal
54 ayat (3] dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan harus
dialthian wuntuk mendanai program, kegquatan dan sub kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KEUA dan
Perubahan PPAS yung menunjang pencapaian 17 ffujuh belas) Program Prioritas
dan pencapaian 8 [delapan] misi atau Asta Cita, Prigritas Pembangunan
Nasional Tohun 2025 sesual dengan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman, penanganan nflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan
dengan stressing substansi yang belum memenuhl amanat mandatory spending
Kabupaten,/ Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendanaan kegiatan vang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub
kegiatan,

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada;

1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
REp38.415.00000 wang diuraitkan ke dalam sub rincian objek Belanja
Perjalanan Dinas sebesar Rp34.460.000,00 atau 58,41% dari total anggaran
sub kegiatan berkenaan pada Dinas Pendidikan.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada
masing-masing sub Kegiatan Hdak memiliki korelasi langsung dan tidak
mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud, Untuk itu,
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasamon harus memformulasikan kembali
uraign belarfa pada sub kegiatan tersebut don sub kegiotan lainnya dengan
memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokast
anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan sesual dengan target capaiaon kinerja yang
ditharapkan dar sub kegiatan dimaksud apabila ditinjou dari aspek indikator,
tolok ukur, dan target kinerfa kegiatan, sehagaimana maksud Pasal 54 ayat (3)
dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,
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F. Lain-Lain

Palam rangka mensukseskan pelaksaaan MTQ Nasional Tingkat Sumatera Barat
Tahun 2025 yvang bertempat di Kota Bulattinggm, maka Pemerintah Kabupaten
Pasaman agar mengalokasinya anggaran yang memadal untuk keikutsertaan
sebagai peserta MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
tersebut pada Perubahan AFED Tahun Anggaran 2025,

VIL

KEBLIAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayvaan Daerah

1.

Pembiavaan Daerah merupakan setiap penéerimaan vang periu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3] Peraturan Pemerintah
Nomaor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 15 Tahun 2024,

Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah vang diuraikan menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana malksud
butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau
menutup defisit anggaransebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk

pengeluaran pembiayvaan daerah vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pasamantentang APBD Tahun Anggaran 2024 vang
pelaksenaannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal AFBED diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran
pembiayaan daerah vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pasamantentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 vang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objelk Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daecrah

Kabupaten Pasaman

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

sebagaimana Tabel sebagai bertkut:

Tabel. 15
Pembiayvaan Daerah

Uraian Jumiah (Rp)

Bebelum (Rp)

Bertnmbah f|Berkurang)
(Rp)

Besudah [Kp|

5

2 3 4 5 ]

PEMBIAYAAN DAFERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

TR.O32.055 188,00

B.658.312.847.00

SHiza Lebik Perhitungan
Anmmran Tahun Sebelummym

TE.GAZ(O5E5. 188,00

(70.273.742.341,00) | (89,03]

B.B36.257.658 00

(P27 T42.591.00) | (89,03

Penermaan Kemboll Pemberiam
Finjaman Daerah

“Jumlah Pengeluaran
Pambiayaan

20055, THS 00

i 22.055.1R8,00 | 0.25

0,00 0,00

| 0,00

Pembiayaan Netto

P LR S P L R T

0,00 0,00

0,00

Hisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Paerab Tobun
Berkenaan (SILPAJ

0.0 .0

(eR B 0,00
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€. Analisis Akun Pembiavaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan dacrah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBED
Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan
pembiayaan sebesar RpB.658.312.847,00.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar RpB.658.3 12.847,00 dan
Penerimaan  Kembali  pemberian  Pinjaman  Daerah  sebesar
Rp22.055.188,00, Data Proyeksi rencana SiLPA dan realisasi SiLPA dalam
APBD Kabupaten Pasaman 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel di
bawah ini:

Tabel 16
Tren Proyeksi dan Realisasi SiLPA

Tahun Rencana SILPA | Realisasi SiLPA (Sesuai | Selisih

{Sesuai Perda APBD) Perda P-APBDY) | )

(Rp) . (Rp) {Bp)
2022 115, 186,835.928,42 115.156.835.928 42 (20.000.000,00)
e i

2023 75.414,598.755,00 75.414,508.755,00 :
2024 45.700.129.782,00 45.687. 168,260,849 (21.961.521,16]
2025 | 78,932 ,055. 188,00 | 8.636.257 659,00 | (70.273,742.341,00)

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan
perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran
2024 vang akan dianggarkan di Tahun 2025 dengan mempertimbangkan
realisasi beberapa tahun terakhir dalam rangka menghindan
kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak
tercapainya SiLPA yang direncanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terdapat SiLPA vyang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib menganggarkan SiLPA
dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir 351 1.6
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2024,

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau diganakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus
dipenuhi sebagaimana maksud butir 3.5.1.1.d.1) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Serta dalam hal SiLPA daersh tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang
berorieniasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir 3.5.1.1.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,
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Pengeluaran Pembiayvaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00
atau tidak dianggarkan, dianggka dengan berpedoman pada Pasal 78
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi
oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Neperi Nomor 52 Tahun 2012,

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditctapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyvertaan modal
dimaksud tidak melebihi jumiah vang tercantum dalam peraturan daerah
tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

PemerintahDaerah Kabupaten Pasaman dalam menyusun Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman lentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman
pada antara lain sehagai berikut:

A. Pemerintah Daersh Kebupaten Pasaman dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita
Presiden dan Waldl Presiden RI, sebapai berikut:

1.
.

n

Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

Memantapkan sistem perlahanan Keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ckonomi
kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

Meningkatkan lapangan kerja yvang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri  kreatif dan  melanjutkan pengembangan
infrastruktur;

Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, keschatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuarn,
pemuda dan penyandang disabilitas;

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah

di dalam negeri;

- Membanpgun dari desa dan dart bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan;

Memperkuat reformast politik hukum dan birokrasi sérta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

Memperkuat penyelarasan kehidupan yvang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budava serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk
mencapai masyarakat vang adil dan makmur.

B. Pemeénntah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penvusunan Perubahan APBD
Taehun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 ([tujuh belas) Program Prioritas
Presiden dan Wakil Presiden R, yaitu;

i
2.

3.

Swasembada pangan, energi, dan air;
Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
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Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Pemberantasan kemiskinan;

Pencegahan dan pemberantasan narkoba;

Jaminan tersedianya pelayvanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi

Mk BTE ERpRE

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak,
gerta penvandang disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyvarakat desa dan rakyat
vang membutuhkan;

14, Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan
b Kota Nusantara (KN},

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam
(SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja vang seluas-luasnya
dalam mewujudkan keadilan ekonoms;

16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan
perawatan rumah ibadah; dan

17. Pelestarian seni budaya., peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan
prestasi olahraga.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan AFBD Tahun
Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ckonomi sebesar 8%
(delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk
akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:

1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu source of growth;
2. Mempercepat penverapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD:

1 Menurunkan nilai  meremental Capital-Output  Ranto  (ICOE)  yang
menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan
efisiensi vang lebih baik dalam pemanfaatan investasi schingga dapat
meningkatkan  produktivitas  dalam  neger melalui  pemanfaatan
infrastrukiur vang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas.

[, Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan AFBD Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4] dan ayat (B)
Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan
susunan organisasi vang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019

E. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyusunan Rancangan
Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS seria
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan
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pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD Rl
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2)
dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2024,

. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi

permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan
jasa wvang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan AFBD Tahun Anggaran 2025 untuk
mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian
harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti
penyediaan 9 [sembilan] bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang
dapat digunakan sesual dengan kebutuhan sehagaimana maksud butir
5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan

dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

 Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasaman agar memperhatikan realisas)

program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan
|defisit anggaran] di Tahun Anggaran 20235, yang memiliki potensi menjadi
kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk dibayarkan di
Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program,
kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025,

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas
heban APBD jika anggaran untuk membiayal pengeluaran tergebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Dalam hal terdapat peningkatan prognosis targel pendapatan, rasionalisasi
atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja vang tidak memiliki korelasi,
tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan
alokasi pagu belanja yang tidek sesuai standar harga satuan dan analisis
standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk
mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas  sebagaimana
tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
yang menunjang pencapaian B (delapan) misi atau Asta Cita menunjang
pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung targel
pertumbuhan ekonomi sebesar B% (delapan persen] sesual dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, penanganan inflasi,
memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Dacrah Kabupaten Pasaman paling sedikit
sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah
tidak termasuk Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat,
memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam
rangka Pengembangan Kompetensi Pervelenggara Pemerintah Daerah, paling
sedikit 0,16% [nol koma enam belas persen) dan total belanja daerah di luar
Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan
unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan menyesuaikan
alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/kota
sesuai dengan target Pajak Daerah, sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui
seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman agar
mengambil langkah-langkah antara lain:

1, menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses
seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan

2. apabila jumlah pegawal Non ASN yang telah mengikut seleksi melebihi
jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi
PPPK Paruh Waktu denpgan menganggarkan paji bagi PPPK Parah Waktu
vang disedigkan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformas: Birokrasi Nomor B/59093/M.SM.01.00 /2024 tanggal 12
Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagl Pegawai Non ASN.

L. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa vyang tepat waktu guna
mencapai pernulihan nilai manfaat belanja pengadaan vang sebesar-besarnya
(value for money|, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus melakukan
langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomeor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemernintah.

M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan dacrah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD TA 2025 maka Kepala Daerah
harus mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara
bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknolog
informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (roadmap) dengan penjadwalan
secara periodik, konsisten, dan terukur;

3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administras:
pertanggung jawaban pelaksanaan kepiatan/sub kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah
PENYErAPAN anggarannya;
5. dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle] sebagai kendaraan
dinas operasional dan/atau  kendaraan perorangan dinas instansi
pemerintahan  daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk
mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program  dimaksud
antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran
dalam rangks mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle] sebagai
kendaraan dinas operasional dan/atau kendarsan perorangan dinas
instansi pemetrintahan daerah;

2, mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai [battery electric vehicle),

3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat
daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendarasn bermotor
listrik berbasis baterar (battery electric wehicle) sebagal kendaraan dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan
Daerah di Daerah masing-masing; dan
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4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas
bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric
wehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bateral (Battery Electric
Vehicle) Scbagai Kendaraan Dinas Operasional danfatau Kendaraan
Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan
butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja
untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman harus
mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

e. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangpu kegiatan
pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliput

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakal vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah vang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Dacrah lainnyva yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
dan/atau masyarakat;

scbagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menyediakan alokasi angparan dalam
Hancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasvarakatan
Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan/Nagari dan Masyvarakat
Hukum Adat sesuai dengan kewenangan vang dianggarkan melalul program,
kegiatan dan sub kegatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024,

2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama
seperti meadrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan
keagamaan, termasuk gura, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian
integral pendidikan nasional dan pengembangan budava keagamaan dalam
rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi scbagaimana
maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024,

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan
kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Pasaman kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebapaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang
Bantuan Pendanaan Kegiatan MUL
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4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya skomodasi,
konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari
debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana maksud
butir 5.2.19.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

Mendukung percepatan pengembangan ckonomi syariah di Kabupaten
Pasaman antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah
Ekonomi dan Keuangan Svariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah
terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan
Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud
butir 3.2.1%.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024,

6. Mendukung pelaksanasan BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam bentuk
belanja hibah sebagaimana maksud butir 52.9.h Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024,

Q. Pengangparan kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran. Kematan tahun jamak tersebut harus memenuhi Kriteria
paling sedikit:

l. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan =satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu] keluaran vang
memeriulkan waktu penyelesgian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

E;l'l

2. pekerjaan atas pelaksanaan kematan yang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit
memuat:

1. nama kegiatan;

2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan

4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tdak
melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan
tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan
strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 15 Tahun 20324,

R, Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional puna
tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggmen bangsa, dan menjadi
industri  olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta
pembangunan manusia, diperiukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman sesual dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah
antara lain:

1, pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir,
kompetisi kelompok umur sepak bela elit (unggulan) dalam APBD sesuai
dengan kewenangan dan kemampuan kewangan daerah;

2. penvelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan
ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan
daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan
sarana scpak bola kepada pemerintah daerah yvang melaksanakan Kompetisi
Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan
stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung
keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok
umur sepak bola elit junggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun
kegiatan lainnva yang mendukung pembinaan pengembangan apar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
Keputusan Menteri Dalamn Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 900.1,15,5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannyva;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019
tentang  Percepatan  Pembangunan — Persepakbolagn  Nasional, dan
ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B
PO/6.4.22/MENPORA/V1/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan
Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Mentenn Dalam
Negeri Nomor 400.2/3883/5] tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan
Rompetisi Sepak Bola Amatir vang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,

Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional [(DBON),
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk mengambil langkah-langkah
antara lain;

1., menvelengparakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta
jalan DBON berdasarkan periode DBON;

2. mengelola paling sedikit 1 (satu] cabang olahraga unggulan berdasarkan
DBON,;

3, membentuk tim koordinasi btngkat daerah Kabupaten/Kota dan
Kabupaten /Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;

4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesual dengan
kemampuan keuanpgan daerah dan mempertimbangkan target capaian
DBON vang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran
Sport Development Index (SDI) di daerah;

6, menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalu Pusat
Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO),
dukungan sport science vang bekerjasama dengan Universitas; dan

7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021
tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 15 Tahun 2024,

. Dalarm rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan

supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring
schingea tidak terjadi tindak pidena korupsi, Pemerintah Dacrah Kabupaten
Pasaman untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) yvang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman;

2. melaksanakan kegiatan peneriiban dan/ataun penyelamatan aset/Barang
Milik Daerah yvang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang
dilakukan secara mandin ocleh perangkat daerah yvang terkait maupun
melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri,

3. menganggarkan sensus BMD bag yang telah melaksanakan sensus terakhir
lebih dari 5 (lima) tahun;

4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daecrah Kabupaten
Pasaman dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
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5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif
bekeria sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan
Fertanahan Nasional, dan

6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembulman,
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi
BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huref b dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomaor 19 Tahun 2019,

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus mematuhi dan melaksanakan Instruksi
Presiden Momor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Neger
Nomor 900/833/%J Penvesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.25.

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
yvang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan
dan penyesuaian Rancangan Peraturan Dacrah Kabupalen Pasaman tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 yang
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang
Perubahan APBD Tashun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 20235 vang
tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan kebenaran atas
informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman,




